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Konsumen memiliki risiko yang lebih besar dari pada pelaku usaha, Dengan 
kata lain hak-hak konsumen sangat rentan, disebabkan posisi tawar konsumen 
yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk dilanggar.terhadap 
posisi konsumen tersebut, ia dilindungi oleh hukum. Karena salah satu sifat, 
sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan kepada masyarakat. 
Perlindungan kepada masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk 
kepastian hukum yang menjadi hak konsumen.Perlindungan hukum bagi 
konsumen menjadi sangat penting, karena konsumen disamping mempunyai hak-
hak yang bersifat universal juga mempunyai hak-hak yang bersifat spesifik Untuk 
mengetahui efektivitas penerapan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang 
melakukan pelanggaran menurut Undang-Undang Perlindungan Konsummen 
serta solusinya. Tindakan-tindakan yang akan dilakukan oleh konsumen dalam 
rangka menyelesaikan sengketa konsumen dengan pelaku usaha. Untuk 
mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam penyelesaian sengketa 
konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen serta solusi untuk 
mengatasinya. Jenis Penelitian  Penelitian Lapangan//Yuridis Sosiologis yaitu 
penelitian yang menggunakan data primer sebagai data utamanya. Sumber 
datanya dapat diperoleh melalui obsevasi, penyebaran angket, wawancara dan 
partisipasi. Penelitian ini merupakan penelitian Empiris (empirical law research) 
yaitu hukum tidak tertulis atau penelitian terhadap norma hukum yang belum 
diatur dalam hukum positip. Penelitian hukum empiris meneliti hukum yang 
hidup (living law) dalam masyarakat. Pendekatan penelitian  penelitian Empiris 
merupakan suatu pendekatan penelitian yang digunakan untuk menggambarkan 
kondisi yang dilihat dilapangan secara apa adanya.   Peengertian dari metode 
deskriptif  analitis mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada 
masalah-masalah sebagaimana adanya  
Dalam penyajian analisis akan menampilkan efektivitas kinerja Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Pemalang suatu ukuran yang 
menyatakan semakin besar presentasi yang dicapai, maka semakin tinggi 
efektivitasnya. Penerapan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang melanggar 
Undang-Undang Perlindungan Konsumen sudah efektif hal ini didasarkan pada 
analisa pada tabel VI dimana penyelesaian sengketa konsumen pada tahun 2015 
sampai dengan tahun 2019. 
 









Consumers have a greater risk than business actors, in other words, 
consumer rights are very vulnerable, due to the weak bargaining position of 
consumers, then consumer rights are very risky to be violated against the 
consumers position, he is protected by law, because one of the characteristics. At 
the same time, the purpose of the law is to provide protection to the community. 
The protection to the community must be realized in the form of legal certainty 
which is the right of consumers. Legal protection for consumers is very important, 
because consumers in addition to having universal rights also have specific rights, 
to find out the effectiveness of the implementation of legal sanctions for business 
actors who vilate the consumer protection law and their solution of action law that 
will be taken by consumers in the context of resolving consumer disputes with 
business actors. To  determine the effectiveness of the application of legal 
sanction for business actors who violate the consumer disputes with business 
actors, consumer disputes and solutions to resolve them.To determine the 
efectiviteveness of the application of legal sanctions for business actors who 
violate the consumers protection law and the solution to actions that will be taken 
by consumers in the context of  resolving consumer disputes with business actors. 
Consumer disputes and solutions to overcome these types of field 
research/sociological juridical, namely research that uses primary data as the main 
data. The source of the data can be obtained through observation, distributing 
questionnaires, interviews and participation. This research is empirical research, 
namely unwritten law or research on norms that have not been regulated in 
positive law. Empiricallegal research examines  laws that live in society. 
Empirical research approach is a research approach that is used to describe the 
conditions seen in the field as they are. Namely unwritten  law or research on 
norms that have not been regulated in positive law. Empirical legal research 
examines laws that live in society. Empirical research approach is a research 
approach used to describe the conditions seen in the field as they are. 
The under standing of the descriptive analysis, it will show the effectiveness 
of the performance of the Pemalang Regency Consumer Dispute Resolution 
Agency. A measure that states the greater the presentation achieved, the higher the 
effectiveness of the application of legal sanctions for business actor who violate 
the Protection Law is alredy effective, this is based on the analysis in table VI 
where the settlement of consumer dispute in 2015 to 2019. 
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A. Latar Belakang  
Konsumen memiliki risiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, 
Dengan kata lain hak-hak konsumen sangat rentan. Disebabkan posisi tawar 
konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk 
dilanggar.terhadap posisi konsumen tersebut, ia dilindungi oleh hukum. 
Karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan 
perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Perlindungan kepada 
masyarakat tersebut harus diwujudkan dalam bentuk kepastian hukum yang 
menjadi hak konsumen. 
Perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sangat penting, karena 
konsumen disamping mempunyai hak-hak yang bersifat universal juga 
mempunyai hak-hak yang bersifat spesifik (baik situasi maupun kondisi).    
Ketika suatu negara memasuki tahap negara kesejahteraan (welfare state) 
tuntutan intervensi pemerintah melalui pembentukan hukum yang melindungi 
pihak yang lemah sangatlah kuat. Pada periode ini negara mulai 
memperhatikan antara lain kepentingan konsumen dan perlindungan hukum 
bagi konsumen harus mendapat perhatian lebih, karena persaingan 
perdagangan internasional dapat membawa implikasi negatif bagi hak-hak, 
perlindungan hukum bagi konsumen. 
Dalam praktek penyelenggaraan negara di dunia pada umumnya 




untuk memperluas tanggung jawab kepada masalah-masalah sosial ekonomi 
yang dihadapi rakyat banyak. Perkembangan inilah yang memberikan 
legalisasi bagi “negara intervensionalis” abad dua puluh. Negara perlu, 
bahkan harus, melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan 
ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam 
masyarakat1 
Tradisi intervensi negara yang menjadi ciri konsep “welfare state” 
mengalami perubahan. Isu ekonomi sudah berkembang sedemikian rupa, 
sehingga timbul harapan dan kekhawatiran sekaligus akan munculnya zaman 
baru, dimana peran dan keterlibatan organisasi negara sedikit demi sedikit 
akan kian berkurang dalam banyak aspek kehidupan sosial ekonomi. 
Paham yang menempatkan negara memiliki peran dan tugas 
konstitusional untuk melindungi warga negara saat ini tengah diuji. Saat ini 
sadar atau tidak, terencana ataupun secara spontanitas, telah terlibat dalam 
proses transformasi menuju dunia yang dikuasai oleh kapitalisme aliran 
neoliberal, disinilah konsep negara kesejahteraan sedang diuji untuk 
memberikan kesejahteraan bagi warga masyarakat. 
Pentingnya intervensi negara didasarkan derasnya arus perkembangan 
hukum akibat perkembangan teknologi di abad ini, munculah suara-suara 
yang akhirnya menyebar ke hampir seluruh belahan dunia dalam wujud 
                                                          
1 Asshiddiqie Jimly,Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam konsilusi dan Pelaksanaannya di 





“gerakan perlindungan konsumen” (comsumer movement)2 Alasan untuk 
menerbitkan peraturan perundang-undangan, yang secara khusus mengatur 
dan melindungi kepentingan konsumen, sebagai berikut: 3 
1. Konsumen memerlukan pengaturan tersendiri, karena dalam suatu 
hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen yang merupakan 
pengguna barang dan jasa untuk kepentingan diri sendiri dan tidak untuk 
diproduksi ataupun diperdagangkan ; 
2. Konsumen memerlukan sarana atau acara hukum yang tersendiri, sebagai 
upaya guna melindungi atau memperoleh haknya.4 Oughton dan Lowry 
memandang hukum perlindungan konsumen (consumer protection law) 
sebagai sebuah fenomena modern yang khas abad kedua puluh, namun 
sebagaimana ditegaskan dalam perundang-undangan, hukum bagi 
konsumen itu sendiri dimulai dari seabad lebih awal. Dalam hal ini, 
Purba berpendapat sebagai berikut:5 
“Perlindungan hukum bagi konsumen sebagai satu konsep terpadu  
merupakan hal baru,  yang perkembangannya dimulai dari  negara -
negara maju. Namun demikian, saat sekarang konsep ini sudah tersebar 
ke bagian dunia lain.”. 
                                                          
2  Fuady Munir, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktik, Buku kedua (Bandung: PT.Citra 
Aditya Bakti,1996), hlm.184 
3  Syawali Husni dan  Sri Imaniyati Neni,ed, Hukum Perlindungan Konsumen (: Mandar 
Maju,2000), hlm, 14 
4 Dalam lokakarya Rancangan Undang-Undang tentang perlindungan Konsumen, 
Kerjasama Lembaga Penelitian Universitas Indonesia dengan Departemen Perindustrian dan 
Perdgangan, tanggal 16 Oktober 1996 di Jakarta . 
5 A..Zen Umar Purba, “Perlindungan Konsumen: Sendi-sendi Pokok Pengaturan”,Hukum 




Sejak tanggal 20 April 1999 telah dimulai lembaran baru dalam upaya 
perlindungan konsumen di Indonesia, karena pada tanggal tersebut disahkan 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 
(UUPK). Upaya perlindungan konsumen yang sebelumnya hanya 
mengandalkan perangkat peraturan perundang-undangan yang tidak secara 
khusus bertujuan melindungi konsumen, sejak saat tersebut telah memperoleh 
pengaturan tersendiri, tentu timbul pertanyaan mengapa konsumen Indonesia 
yang sejak bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaanya tidak pernah 
memeperoleh perhatian, apalagi perlindungan hukum secara khusus, secara 
tiba-tiba pada tahun tersebut mendapatkan prioritas perhatian dan 
perlindungan hukum yang luar biasa. Pertanyaan akan semakin mengemuka 
manakala dikemukakan fakta bahwa 18 tahun sebelumnya, yaitu pada tanggal 
22 Juni 1981, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia telah selesai menyusun 
dan sekaligus mengusulkan kepada Pemerintah sebuah Rancangan Undang-
Undang tentang Pokok-Pokok Perlindungan Konsumen6 Dalam Kata 
Pengantar Buku I yang berjudul Perlindungan Konsumen Indonesia. Suatu 
Sumbangan Pemikiran Tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen, Ketua Umum YayasanLembaga Konsumen Indonesia (YLKI) 
pada waktu itu menyatakan sebagai berikut7: 
Kami juga mengharapkan mudah-mudahan materi yang disebut dalam konsep 
ini dapat pula merupakan sumbangan pikiran dalam rangka penyusunan 
                                                          
6  Yayasan Lembaga Konsumen,Perlindungan Konsumen Indonesia, Suatu Sumbangan 
Pemikiran tentang Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Buku I,1981 




Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1983-1988, khususnya dalam 
penjabaran Hak Warga Negara Atas Penghidupan yang layak Bagi 
Kemanusiaan berdasarkan Pasal 27 Undang- Undang Dasar 1945 . 
Namun pada kenyataannya, pada GBHN tahun 1983-1988 istilah 
perlindungan konsumen belum mendapat tempat di dalmnya, hanya kembali 
seperti GBHN tahun 1978-1983, yaitu sekedar mencantumkan istilah 
konsumen. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah dan para pembuat 
peraturan perundang-undangan di Indonesia sampai dengan tahun 90-an, 
nyaris tidak memberikan perhatian pada upaya perlindungan konsumen di 
Inadonesia. Bahkan ketika sebuah Rancangan Akademik Undang-Undang 
Tentang Perlindungan Konsumen dihasilkan atas kerjasama Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia. Dengan Balitbang Perdagangan Departemen 
Perdagangan pada bulan Agustus 19928 Pemerintah dan para pembuat 
peraturan perundang-undangan belum juga bersedia meningkatkan 
perhatiannya pada upaya perlindungan konsumen. 
Perhatian terhadap perlindungan konsumen baru meningkat ketika 
international Monetary Fund (IMF) dalam rangka memfasilitasi 
restrukturisasi perekonomian Indonesia, meminta agar selain tiga undang- 
undang lainnya, Indonesia juga harus mengundangkan Undang-undang 
Perlindungan Konsumen. Dalam rangka itulah pada tanggal 20 Nopember 
1998 sebanyak 34 orang Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan 
                                                          
8 FH Universitas Indonesia-Balitbang Perdagangan, Departemen Perdagangan, 





RUU Usul inisiatif tentang Perlindungan Konsumen. Setelah melalui 
pembahasan yang relatif  singkat, yaitu tepat selama lima bulan, RUU tentang 
Perlindungan Konsumen tersebut kemudian disahkan menjadi Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 
Konsumen pada tanggal 20 April 1999, dan diundangkan melalui lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.   
Pasal 65 UUPK menyatakan, bahwa UUPK ini berlaku satu tahun sejak 
diundangkan, sehingga ketika UUPK telah lebih dari tiga tahun berlaku 
sebagai undang-undang.sekalipun demikian efektifitas UUPK dalam 
melindungi konsumen secara hukum dirasakan masih relatif rendah. Indikasi 
tentang hal ini ditunjukkan dalam Kasus PT. Coca Cola distribution lawan 
Syamsurizon di Palembang tanggal 6 Februari 2003, dimaana Putusan Badan 
Penyelesaian Konsumen (BPSK) Kota Palembang yang telah mengabulkan 
gugatan ganti rugi konsumen minuman ringan terkenal dibatalkan oleh 
Pengadilan Negeri setempat, sekalipun secara  pelaku usaha minuman ringan 
tersebut talah lalai dalam proses produksi sehingga masih terdapat sisa obat 
nyamuk bakar didalam botol minuman ringan tersebut.9  
Sikap pesimistik mengenai efektifitas UUPK dalam melindungi konsumen 
secara hukum, semakin mengemuka ketika UUPK dihadapkan pada tantangan 
modus perdagangan secara elektronik (e-commerce) dan modus perdagangan 
bebas  (free trade), yang keduanya memiliki satu ciri yang identik yaitu 
kegiatan transaksinya melampaui batas-batas suatu negara. Di dalam modus 
                                                          
   9  Lihat Putusan BPSK Kota Palembang Nomor 18/ BPSK.Plg/II/2003 yang menurut 




perdagangan baru ini barang dan/atau jasa akan bersirkulasi secara bebas di 
dalam suatu kawasan perdagangan yang meliputi dua atau lebih negara. 
Timbul pertanyaan apakah UUPK, sebagai inti dari Hukum Perlindungan 
Konsumen di Indonesia, telah mengantisipasi kecenderungan modus 
perdagangan tersebut, serta dapat digunakan untuk melindungi konsumen 
barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha asing yang 
bersirkulasi secara bebas di Indonesia. Hukum Perlindungan Konsumen 
Indonesia yang berintikan UUPK, menggunakan beberapa jenis 
pertanggungjawaban hukum keperdataan, yaitu Pertanggung jawaban 
Kontraktual (Contractual Liability), Pertanggungjawaban Produck (Product 
Liability),  
Pertanggungjawaban Profesional (Professional Liability), dan dalam hal 
tertentu menggunakan Pertanggung Jawaban langsung (Strict Liability), 
Adapun pihak yang harus bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada 
konsumen didalam semua jenis pertanggunganjawaban hukum keperdataan 
tersebut adalah pelaku usaha, yaitu apabila barang/jasa yang diproduksi 
dan/atau diperdagangkannya menimbulkan kerugian di pihak konsumen. Oleh 
karena itu, semua jenis pertanggungjawaban hukum keperdataan dinamakan 
subject liability, yaitu pertanggungjawaban hukum dari subyek hukum (orang 
perseorangan atau badan hukum). 
Pasal 45 ayat 2 UUPK menyatakan: Penyelesaian sengketa konsumen 
dapat ditempuh melalui Pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan 




diatas, dapat disimpulkan bahwa apabila timbul sengketa konsumen antara 
pelaku usaha dengan konsumen, maka para pihak harus mencapai 
kesepakatan lebih dahulu tentang lembaga yang akan dipilih untuk 
menyelesaikan sengketa tersebut, yaitu melalui BPSK. Apabila hubungan 
antara pelaku usaha dengan konsumen dituangkan dalam perjanjian tertulis 
maka pilihan penyelesaian sengketa dapat dimuat dalam perjanjian tersebut. 
Sebaliknya, apabila dalam perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha dengan 
konsumen tidak mencantumkan tentang pilihan penyelesaian sengketa yang 
akan timbul, maka setelah terjadi sengketa para pihak dapat menentukan 
lembaga dapat  menentukan lembaga yang akan menyelesaikan sengketa, 
yaitu BPSK. Apabila para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa yang 
timbul tersebut secara non litigasi dengan cara, misalnya arbitrase, maka 
harus dibuat perjanjian arbitrase lebih dahulu. Apabila para pihak telah 
sepakat untuk menyelesaikan sengketanya dengan cara arbitrase,maka 
pengadilan negeri secara mutlak tidak berwenang untuk menyelesaikan 
sengketa tersebut. Masalah selanjutnya adalah, apabila satu pihak (pelaku 
usaha) tidak setuju dengan cara penyelesaian sengketa secara non litigasi 
yang diusulkan oleh konsumen, maka penyelesaian sengketa melalui BPSK 
tidak dapat diwujudkan. 
Apabila para pihak yang bersengketa telah menyetujui penyelesaian 
sengketa yang timbul dilakukan secara non litigasi yaitu melalui BPSK, 
langkah berikutnya adalah para pihak masih harus memilih cara penyelesaian 




ketua BPSK dapat menentukan cara penyelesaian sengketa tersebut. Apakah 
dengan konsiliasi, mediasi atau arbitrase apakah Ketua BPSK dapat 
menentukan cara penyelesaian sengketa tersebut , Berdasarkan ketentuan 
Pasal 4 ayat 1 Kep. Memperindag No.350, penyelesaian sengketa konsumen 
oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase dilakukan atas 
dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan. 
Masalahnya, bagaimana proses pemilihan cara penyelesaian sengketa 
ini dilakukan dan bagaimana apabila tidak tercapai kesepakatan diantara para 
pihak, Siapa yang berwenang untuk memutuskan. Seandainya para pihak 
sudah berhasil menyepakati cara penyelesaian sengketa dengan konsiliasi 
atau mediasi atau arbitrase, apakah para pihak boleh memilih para konsiliator 
atau mediator atau arbiternya. Pasal 18 Kep. Memperindag No. 350 para 
pihak yang bersengketa harus terlebih dahulu memilih dan menyetujui cara 
penyelesaian sengketa konsumen, apakah akan dilakukan melalui konsiliasi 
atau mediasi atau arbitrase. Demikian pula menurut ketentuan Pasal 32 
Kep.Memperindag No.350 dikatakan, apabila para pihak yang bersengketa 
memilih cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase, maka para pihak 
memilih arbiter dari anggota BPSK yang berasal dari unsur pelaku usaha dan 
konsumen sebagai anggota Majelis. Sehubungan dengan ketentuan Pasal 45 
ayat (2) UUPK yang dikemukakan di atas, kontradiktif dengan ketentuan 
Pasal 23 UUPK, yang menyatakan Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak 
memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan 




digugat melalui Badan Penyelesaian Konsumen atau mengajukan ke badan 
peradilan di tempat kedudukan konsumen, mengandung makna bahwa cara 
pengajuan penyelesaian sengketa tergantung dari pilihan konsumen sebagai 
pihak yang dirugikan. Kata “dapat” di atas berarti konsumen dapat 
mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang timbul 
melalui BPSK atau dapat pula melalui badan peradilan umum tergantung dari 
pilihan konsumen, sedang ketentuan Pasal 45 ayat (2 ) UUPK menentukan 
bahwa pilihan cara penyelesaian sengketa melalui BPSK atau peradilan 
umum didasarkan pada pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. 
Penyelesaian sengketa konsumen yang dilakukan dengan cara konsiliasi 
maupun mediasi, dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan 
dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang 
bersengketa dan dikuatkan dalam suatu keputusan BPSK. Sedangkan 
penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase, akan diperiksa dan 
diputus oleh arbiter yang juga dituangkan dalam keputusan BPSK. 
Penyelesaian sengketa ini harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam 
waktu 21 hari kerja, terhitung sejak permohonan diterima oleh Sekretariat 
BPSK. Masalahnya, bagaimana apabila sengketa konsumen tidak dapat 
diselesaikan dalam waktu 21 hari apakah pihak yang dirugikan yaitu 
konsumen dan pelaku usaha  dapat menuntut ganti rugi pada arbiternya 
apabila  sengketa konsumen diselesaikan dengan cara arbitrase. Siapa yang 
dapat dituntut ganti rugi tersebut, apakah arbiternya atau lembaganya yaitu 




konsumen diselesaikan dengan cara konsiliasi atau mediasi dan tidak tercapai 
kesepakatan dalam waktu 21 hari. Apakah perkara menjadi gugur atau bisa 
diselesaikan dengan cara lain selain cara konsiliasi atau mediasi yang sudah 
disepakati sebelumnya oleh para pihak. Masalah-masalah ini perlu menjadi 
perhatian agar para pelaksana dalam praktek tidak mengalami kesulitan. 
 
B. Permasalahan 
1. Bagaimana efektivitas penerapan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang 
melakukan pelanggaran menurut Undang-Undang Perlindungan  
Konsumen 
2. Bagaimana kendala dalam penerapan sanksi hukum bagi pelaku usaha 
yang melakukan pelanggaran menurut Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen serta solusi untuk mengatasinya ? 
 
C. Tujuan Penelitian  
1. Untuk mengetahui efektivitas penerapan sanksi hukum bagi pelaku usaha 
yang melakukan pelanggaran menurut Undang-Undang Perlindungan 
Konsummen serta solusinya. Tindakan-tindakan yang akan dilakukan 
oleh konsumen dalam rangka menyelesaikan sengketa konsumen dengan 
pelaku usaha; 
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang muncul dalam penyelesaian 
sengketa Konsumen di BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) 




D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan 
pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai 
penyelesaian sengketa konsumen di BPSK; 
2. Manfaat Praktis  
Dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang 
sangat berharga bagi pihak konsumen, pelaku usaha maupun BPSK 
(Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen); 
 
E. Originalitas Penelitian 
       Originalitas Penelitian menyajikan perbedaan dan persamaan bidang 
kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal 
ini dimaksudkan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-
hal yang sama. Dengan demikian, akan diketahui sisi-sisi apa saja yang 
membedakan dan akan diketahui pula letak persamaan antara penelitian 
peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Dalam hal ini akan mudah 
dipahami jika peneliti menyajikannya dalam bentuk tabel seperti berikut ini : 







Nama Peneliti, Tahun 
dan judul penelitian 
Hasil Penelitian Originalitas Penelitian 
1. Andi Adniyah 
Ficarina Anwar, 2013, 
Efektivitas Penerapan 
Sanksi Pidana Dalam 
Peraturan Daerah 
Provinsi Sulawesi 





1. Effektivitas Penerapan 
sanksi pidana Dalam 
Peraturan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan No.3 
Tahun 2013 Tantang 
Penyelenggaraan  
Perlidungan  Konsumen 
Pelaksanaan  Perda 
Penyelenggaraan 
Konsumen tidak berjalan 
efektif. 
Peneliti akan fokus 
merumuskan 
efektivitas Penerapan  
Sanksi Hukum Bagi 






2. Farid Hidayat 
Efektivitas badan 
penyelesaian sengketa 
konsumen di DIY 
sebagai alternatif  
dispute resolution 
(ADR) dalam industry 
keuangan 
Hasil penelitian efektivitas 
badan penyelesaian 
konsumen (BPSK) Kota 
Yogyakarta  dalam 
industry keuangan di tahun 
2009 hingga 2015 
mencapai 100% dan 
dinyatakan sangat efektif 
Peneliti akan fokus 
merumuskan 
efektivitas Penerapan  
Sanksi Hukum Bagi 







F. Kerangka Konseptual 
Kerangka Konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan 
dengan judul penelitian yang dijabarkan ke dalam permasalahan dan tujuan 




mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan untuk 
menjawab permasalahan. Konsep-konsep dasar lazimnya diperoleh setelah 
peneliti melakukan penelusuran bahan-bahan pustaka yang menyangkut 
permasalahan dan tujuan penelitiannya. 
 
G. Teori Efektivitas Hukum 
Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan 
atau kemanjuran kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak 
terlepas dari penganalisisian terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: 
karakteristik/dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan.10 
Ketika  berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-
tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak 
ditaati jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang 
menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang 
bersangkutan adalah efektif11 
Pengertian efektivitas yaitu berada pada pencapaian tujuan. ini dapat 
dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang dikehendaki dapat tercapai 
sesuai dengan rencana semula dan menimbulkan efek atau dampak terhadap 
apa yang diinginkan atau diharapkan. Tingkat efektivitas dapat diukur dengan 
membandingkan antara rencana atau target yang telah ditntukan dengan hasil 
yang dicapai, maka usaha atau hasil pekerjaan tersebut itulah yang dikatakan 
                                                          
10 Arief Nawawi Barda, Kapita Selekta Hukum Pidana,Ctk Ketiga, Citra Aditya Bandung, 
2013 hlm. 67 
11 H.S Salim  danNurbani Septiana Erlis, Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan 




efektif, namun jika usaha atau hasil pekerjaan yang dlakukan tidak tercapai 
sesuai dengan apa yang direncanakan, maka hal itu dapat dikatakan tidak 
efektif.  
Efektivitas Hukum adalah kesesuaian antara apa yang diatur dalam 
hukum pelaksanaannya. Bisa juga karena kepatuhan masyarakat kepada 
hukum karena adanya unsur memaksa dari hukum. Hukum dibuat oleh 
otoritas berwenang adakalanya bukan abstraksi nilai dalam masyarakat. Jika 
demikian, maka terjadilah hukum tidak efektif, tidak bisa dijalankan, atau 
bahkan atas hal tertentu terbit pembangkangan sipil. Dalam realita kehidupan 
masyarakat, seringkali penerapan hukum tidak efektif, sehingga wacana ini 
menjadi perbincangan menarik untuk dibahas dalam prespektif  efektivitas 
hukum 12 
Persoalan efektivitas hukum mempunyai hubungan sangat erat dengan 
persoalan penerapan, pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat 
demi tercapainya tujuan hukum. Artinya hukum benar-benar berlaku secara 
filosofis, yuridis dan sosiologis. 
Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa efektivitas hukum berkaitan 
erat dengan faktor-faktor ssebagai berikut:13 
a. Usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu penggunaan 
tenaga manusia, alat-alat, organisasi, mengakui, dan menaati hukum. 
                                                          
12 Sandiyoga Wahyu Septi,2015, “Efektivitas Peraturan Peraturan Walikota Makasar 
Nomor 64 Tahun 2011 tentang Kawasan Bebas Parkir di Lima Ruas Bahu Jalan Kota Makasar” 
Skripsi Universitas Hasanudin Makasar, hlm 11   
13 Soekanto Soerjono, 1985, Beberapa aspek Sosial Yuridis Masyarakat, Bandung 




b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku. 
Artinya masyarakat mungkin menolak atau menentang hukum karena 
takut pada petugas atau polisi, menaati suatu hukum hanya karena takut 
terhadap sesama teman, menaati hukum karena cocok dengan nilai-nilai 
yang dianutnya. 
c. Jangka waktu penanaman hukum yaitu panjang atau pendek jangka 
dimana usaha-usaha menanamkan itu dilakukan dan diharapkan 
memberikan hasil. 
Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan 
oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak 
hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, “taraf kepatuhan yang tinggi 
adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum. Dan berfungsinya 
hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu 
berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam 
pergaulan hidup.”14 
Beberapa pendapat mengemukakan tentang teori efektivitas seperti 
Bronislav Molinoswki, Clerence J Dias, Allot dan Murmer Bronislav 
Malinoswki mengemukakan bahwa teori efektivitas pengendalian sosial atau 
hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu : 1. 
Masyarakat modern 2. Masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan 
masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, 
spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam 
                                                          





masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang 
berwenang.15 
Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clerence J Dias 
mengatakan bahwa : 
An Effective legal system may be describe  as one in which there exists a 
high  degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus and 
a effective legal system will be characterized by minimal disparyti between 
the formal legal system and the operative legal system is secured by  
1. The intelligibility of it legal system. 
2. High level publik knolege of the conten of the legal rules 
3. Efficient and effective mobilization of legal rules: 
a. A.commited administration and 
b. Citizen involvement and participation in the mobilization process 
4. Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the 
public and effective in their resolution of disputes and, 
5. A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal 
rules and institutions.16 
Pendapat tersebut dijelaskan Clerence J Dias dalam Marcus Priyo 
Guntarto17 sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi effektif tidaknya satu 
sistem hukum meliputi: 
1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap. 
                                                          
15 H.S Salim  dan Nurbani Septiana Erlies, op.cit.,hlm. 308. 
16  J.Dias Clerence. Research on Legal Service And Poverty . its Relevance to the Design 





2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturan-
aturan yang bersangkutan. 
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai 
dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya 
kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat 
yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi 
hukum. 
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus 
mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan 
tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa. 
5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga 
masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata 
hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif. 
Dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang 
mengemukakan tentang keberlakukan hukum dapat efektif apabila :  
1. Relevansi aturan hukum dengan kebutuhan orang yang menjadi target 
2. Kejelasan dari rumusan substansi aturan hukum, sehingga mudah 
dipahami oleh orang yang menjadi target hukum 
3. Sosialisasi yang optimal kepada semua orang yang menjadi target 
hukum. 
4. Undang-undang sebaiknya bersifat melarang, bukan bersifat 
mengharuskan. Pada umumnya hukum prohibitur lebih mudah 




5. Sanksi yang akan diancam dalam undang-undang harus dipadankan 
dengan sifat undang-undang yang dilanggar, suatu sanksi yang tepat 
untuk tujuan tertentu,mungkin saja tidak tepat untuk tujuanlain. Berat 
sanksi yang diancam harus proporsional dan memungkinkan  untuk 
dilaksanakan.18 
Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum Masalah 
kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada 
umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya 
sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.19 
Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Alot sebagaimana 
dikutip Felik adalah sebagai berikut: 
Hukum akan menjadi efektif  jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat 
mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan 
kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang 
dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi 
pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau 
menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup 
menyelesaikan.20 
Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana 
seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas 
                                                          
18 Gunarto Priyo Marcus,Kriminalisasi dan Penalisaasi Dalam Rangka Fungsionalissi 
Perda dan Retribusi, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang,2011, hlm. 
71-71, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, Op.Cit, hlm. 308 
19 Soekanto Soerjono, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Bandung, 1996, hlm. 20 




adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia 
sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri.21 Selain itu William Chamblish 
dan Robert B Seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum 
dimasyarakat dipengaruhi oleh all other societal personil force (semua 
ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.22 
Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang 
memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu 
suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus 
terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (Law in action) dengan hukum 
dalam teori (Law in theory) atau dengan kata lain kegiatan ini akan 
memperlihatkan kaitannya antara lawa in the book dan law in action.23 
Bustanu Arifin yang dikutip oleh Raida L.Tobing dkk, mengatakan 
bahwa dalam negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah 
hukum apabila didukung oleh tiga pilar, yaitu: 
a. Lembaga atau penegak hukum yang berwibawa dapat diandalkan  
b. Peraturan hukum yang jelas sistematis  
c. Kesadaran Masyarakat tinggi.24 
                                                          
21 Kelsen Hans, General Teory of Law and State, Translete by Anders  Wedberg, New 
York :Russel and Russel, 1991, di kutip dari Jimly Ashidiqqie dan M. Ali Safa’at, Teori  
HansKelsen Tentang Hukum, ctk. Kedua, Konstitusi Press, Jakarta , 2012, hlm. 39-40 
22 seidman B Robert, Law order and Power, Adition Publishing Company Wesley 
Reading masschusett, 1972, hlm. 9-13. 
23 Taneko B Soleman, Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat, Rajawali Press, 
Jakarta, 1993, hlm 47-48 
24 Kartodiharjo Hanadi, Hutan Negara Didalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat: 
Doktrin, Fakta dan Implikasinya Bagi Kelestarian Hutan,Center For Forestry Organization 
Capacity and Institution Development, IPB dalam Ahmad Redi, Hukum Sumber Daya Alam dan 




Pengertian Efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat 
keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, 
kuantitas, dari waktu, sesuai dengan apa yang telah direncanakan 
sebelumnya. Beberapa juga menjelaskan arti efektivitas adalah tingkat 
keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara 
tertentu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, semakin 
banyak rencana yang berhasil dicapai maka suatu kegiatan dianggap lebih 
efektif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), efektivitas adalah 
kegunaan, aktivitas, dan kesesuaian dalam suatu kegiatan antara seseorang 
yang melakukan tugas dan tujuan yang ingin dicapai. Formula/Rumus 
Efektivitas Efektivitas = (Output Target) > 1 
- Apabila hasil perbandingan antara output aktual dengan target output < 1, 
maka efektifitas tidak tercapai. 
- Apabila hasil perbandingan antara output aktual dengan target output > 1, 
maka efektivitas tercapai. 
Menurut Ravianto  Efektivitas adalah seberapa baik pekerjaan 
dilakukan, sejauh mana orang menghasilkan output seperti yang diharapkan. 
Artinya, jika suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencaan, 
baik dalam waktu, biaya, dan kualitas, itu bisa dikatakan efektif. 
Ada aspek efektivitas yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan. 






1. Aspek Peraturan/Ketentuan 
Peraturan dibuat untuk menjaga kelangsungan suatu kegiatan sesuai 
dengan rencana. Regulasi atau ketentuan adalah sesuatu yang harus 
dilakukan agar suatu kegiatan dianggap telah berjalan efektif. 
2. Aspek Fungsional / Tugas 
Individu atau organisasi dapat dianggap efektif jika mereka dapat 
melakukan tugas dan fungsinya dengan baik sesuai dengan ketentuan. 
Oleh karena itu, setiap individu dalam organisasi harus mengetahui tugas 
dan fungsinya sehingga dapat diimplementasikan. 
3. Aspek Rencana /Program 
Suatu kegiatan dapat dianggap efektiff jika memiliki rencana yang akan 
dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai.Tanpa rencana 
atau program, tujuan tidak dapat dicapai. 
4. Aspek Kondisi Ideal /Tujuan 
Yang dimaksud dengan kondisi ideal atau tujuan adalah target yang ingin 
dicapai dari kegiatan yang berorientasi pada hasil dan proses yang 
direncanakan. 
Kriteria Efektivitas suatu kegiatan atau kegiatan dapat dikatakan efektif 
jika memenuhi kriteria tertentu. Efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan 
semua tugas utama, pencapaian tujuan, ketepatan waktu, dan adanya upaya 
aktif atau partisipasi dari pelaksana tugas. Secara umum, bebrapa tolok ukur 




1. Efektivitas keseluruhan : sejauh mana seseorang  atau organisasi 
melaksanakan semua tugas utamanya; 
2. Produktivitas : jumlah produk atau layanan utama yang dihasilkanoleh 
seserang, kelompok,atau organisasi; 
3. Efisiensi : merupakan ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang dinilai 
berdasarkan jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil 
yang diinginkan; 
Sikap pesimistik mengenai efektivitas UUPK dalam melindungi 
konsumen secara hukum, semakin mengemuka ketika UUPK dihadapkan 
pada tantangan modus perdagangan secara elektronik (e-commerce) dan 
modus perdagangan bebas (Free trade), yang keduanya memiliki satu ciri 
yang identik yaitu kegiatan transaksinya melampaui batas-batas suatu negara. 
Di dalam modus perdagangan baru ini barang dan/atau jasa akan bersirkulasi 
secara bebas di dalam suatu kawasan perdagangan yang meliputi dua atau 
lebih negara.  
Timbul pertanyaan apakah UUPK sebagai inti Hukum Perlindungan 
Konsumen di Indonesia, telah mengantisipasi kecenderungan modus 
perdagangan tersebut, serta dapat digunakan untuk melindungi konsumen 
barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pelaku usaha asing yang 






H. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian : Penelitian Lapangan//Yuridis Sosiologis 
Yaitu penelitian yang menggunakan data primer sebagai data utamanya. 
Sumber datanya dapat diperoleh melalui obsevasi, penyebaran angket, 
wawancara dan partisipasi. Penelitian ini merupakan penelitian Empiris 
(empirical law research) yaitu hukum tidak tertulis atau penelitian 
terhadap norma hukum yang belum diatur dalam hukum positip. 
Penelitian hukum empiris meneliti hukum yang hidup (living law) dalam 
masyarakat. Penelitian hukum jenis ini sering disebut penelitian yuridis 
empiris/sosilogis. 
2. Pendekatan Penelitian  Penelitian Empiris adalah suatu pendekatan 
penelitian yang digunakan untuk menggambarkan kondisi yang dilihat 
dilapangan secara apa adanya. 
3. Spesifikasi Penelitian Deskriptif analitis yaitu menurut Sugiono 
Adapun peengertian dari metode deskriptif analitis menurut Sugiono  
adalah : 
“Metode Deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk 
mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti 
melalui data atau sampel yang telah terkumpul sebagaimana adanya 
tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk 
umum.” 
Dengan kata lain penelitian deskriptif analitis mengambil masalah atau 




saat penelitian dilaksanakan, hasil penelitian yang kemudian diolah dan 
dianalisis untuk diambil kesimpulannya. 
Dikatakan deskriptif karena bertujuan memperoleh pemaparan yang 
objektif mengenai analisis perlindungan konsumen terhadap pelaku usaha 
yang melakukan pelanggaran undang-undang konsumen. 
4. Sumber Data :  
Sumber data utama dalam penelitian utama adalah data primer selain itu 
penulis juga menggunakan data sekunder. 
Data primer yaitu: adalah data pertama kali yang dikumpulkan oleh 
peneliti melalui upaya pengambilan data dilapangan langsung . Karena 
inilah data primer disebut sebagai data pertama atau data mentah. 
Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, Jurnal, artikel 
dan yang terpenting adalah data yang diperoleh adalah benar-benar valid. 
Definisi data sekunder sebagai data  adalah data-data apapun yang 
didapatkan dari sumber sekunder. Umumnya, data seperti ini juga 
digunakan sebagai data pendukung, bukan data utama dalam penelitian 
karena permasalahan akurasi dan potensi misinterpretasi yang cukup 
tinggi. Namun, tidak jarang sebuah penelitian berfokus pada data-data 
sekunder saja. Penelitian seperti ini umumnya disebut sebagai meta-
Study atau studi-studi yang mengagregasikan studi lainnya. 
5. Metode pengumpulan data  
1. Data primer diperoleh dengan wawancara kepada ketua/Wakil Ketua 




2. Data Sekunder diperoleh dengan cara studi pustaka  
6. Metode Analisis Data Kualitatif. 
Metode Analisi Data Kualitatif adalah metode pengolahan data secara 
mendalam dengan data dari hasil pengamatan,wawancara dan literatur. 
 
I. Sistematika Penulisan    
         Sistematika Penulisan atau sering juga dipakai istilah Sistematika 
Penyajian, berisi sajian tentang sistematika pikir yang ditetapkan oleh peneliti 
dalam rangka menyusun dan merumuskan hasil penelitiannya dalam bentuk 
Tesis. Sistematika Penulisan pada hakikatnya identik dengan Rencana Daftar 
Isi ini dituangkan dalam bentuk narasi tiap bab dan diketengahkan dalam 
bentuk per alinea.  
 
Adapun Sistematika penulisan Tesis ini terdiri dari: 
Bab I : Pendahuluan  
Latar belakang, Permasalahan 
Tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 
sistematika  penulisan tesis. 
Bab II : Tinjauan Pustaka 
Pada Bab ini akan diuraikan mengenai norma, konsep-konsep hukum 






Bab III :  Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Didalam bab ini akan diuraikan secara sistematis tentang hasil-hasil 
penelitian yang telah dilakukan dan analisis terhadap permasalahan 
yang diangkat oleh Peneliti. 
Bab IV :  Penutup 
Pada Bab ini akan diuraikan kesimpulan dan saran-saran dari hasil 
penelitian  ini, Kesimpulan memuat pernyataan singkat dan akurat dari 
hasil penelitian. Kemudian, saran yang merupakan argumen penutup 
dan hasil analisis berupa rekomendasi yang mengandung pemikiran 









A.  Teori Hukum 
Negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai Negara hukum maka 
seluruh aspek dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan 
termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. 
Menurut Simorangkir25, negara hukum diartikan sebagai suatu negara 
yang menerapkan prinsip legalitas, yaitu segala tindakan Negara melalui, 
berdasarkan dan sesuai dengan hukum. Hukum mempunyai kedudukan 
tertinggi agar supaya pelaksanaan kekuasaan Negara tidak menyimpang dari 
Undang-Undang dengan demikian kekuasaan akan tunduk pada hukum, 
bukan sebaliknya.  
Gustaf Radbruch, dalam konsep Ajaran Prioritas Baku 
mengemukakan ada tiga ide dasar hukum atau tiga tujuan hukum adalah 
keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Keadilan merupakan hal yang 
utama dari ketiga hal itu tetapi tidak berarti dua unsur yang lain dapat dengan 
serta merta diabaikan. Hukum yang baik adalah hukum yang mampu 
mensinergikan ketiga unsur tersbut demi kesejahteraan dan kemakmuran 
masyarakat . Menurut Radbruch; 
Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam arti sempit yakni 
kesamaan hak untuk semua orang didepan pengadilan. Kemanfaatan atau 
finalitas menggambarkan isi hukum karena isi hukum memang sesuai dengan 
                                                          





tujuan yang mau dicapai oleh hukum tersebut, sedangkan kepastian hukum 
dimaknai  dengan kondisi dimana hukum dapat berfungsi sebagai peraturan 
yang harus ditaati26 
Dari ketiga ide dasar hukum Gustaf Radbruch tersebut, kepastian 
hukum yang menghendaki bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan 
yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap bagaimana peraturan 
tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-norma atau materi 
muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip dasar hukum. 
Peraturan perundang-undangan sebagai sebuah norma (hukum) 
tertulis, dalam konteks negara hukum Indonesia menjadi landasan bagi 
penyelenggaraan negara dan sebagai pedoman untuk meneyelenggarakan 
pemerintahan. Setiap produk peraturan perundang-undangan, haruslah 
sebagai cerminan dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar. 
Dalam sistem hukum yang berlaku di Indonesia peraturan perundang-
undangan menempati urutan pertama dalam penerapan dan penegakan 
hukum. Menurut Fence M.Wantu, hukum tanpa nilai kepastian hukum akan 
kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi 
semua orang27. Kepastian hukum diartikan sebagai kejelasan norma sehingga 
dapat dijadikan pedoman bagi msyarakat yang dikenakan peraturan ini. 
Pengertian kepastian tersebut dapat dimaknai bahwa ada kejelasan dan 
ketegasan terhadap berlakunya hukum didalam masyarakat. Hal ini untuk 
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menimbulkan banyak salah tafsir. Menurut Van Apeldoorn28,  Kepastian 
hukum dapat juga berarti hal yang dapat ditentukan oleh hukum dalam hal-
hal yang konkret. Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum 
dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya 
dan bahwa putusan dapat dilaksanakan. Kepastian hukum merupakan 
perlindungan yustisiable terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti 
bahwa seorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam 
keadaan tertentu. 
Asas Kepastian Hukum banyak dari para ahli hukum telah 
memberikan pendapatnya terhadap apa yang dimaksud dengan asas hukum. 
Menurut Satjipto Raharjo,  asas hukum adalah jiwanya peraturan hukum, 
karena asas hukum merupakan dasar lahirnya peraturan hukum29. 
Menurut Sudikno, asas hukum merupakan ratio legis-nya peraturan 
hukum. Asas hukum (rechtsbeginsel)  adalah pikiran dasar yang umum 
sifatnya atau merupakan  latar belakang dari  peraturan yang konkret (hukum 
positif)  dan dapat ditemukan dengan mencari sifat-sifat umum dalam 
peraturan konkret30. Menurut Roeslan Saleh, asas hukum merupakan pikiran 
– pikiran dasar sebagai aturan yang bersifat umum menjadi fondamen sistem 
hukum. Menurut Bellefroid, asas hukum adalah norma dasar yang dijabarkan 
dari hukum positif dan oleh ilmu hukum tidak dianggap berasal dari aturan-
aturan yang lebih umum, jadi asas hukum merupakan pengendapan hukum 
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positif didalam masyarakat.  Menurut Paul Scholten, asas hukum adalah 
kecenderungan-kecenderungan yang disyaratkan oleh pandangan kesusilaan 
kita pada hukum, merupakan sifat-sifat umum dengan segala keterbatasannya 
sebagai pembawaan yang umum itu, tetapi tidak boleh tidak harus ada. 
Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, terhadap pengertian asas hukum, 
dapat disimpulkan bahwa asas hukum itu mengandung ciri-ciri sebagai 
berikut: 
1. Asas hukum merupakan pikiran dasar atau norma dasar; 
2. Asas hukum itu bukan peraturan hukum kongkrit  melainkan latar 
belakang dari peraturan kongkrit 
3. Asas hukum itu mengandung penilaian kesusilaan, jadi mempunyai 
dimensi etis. 
4. Asas hukum itu dapat ditemukan pada peraturan perundang-undangan 
dan putusan hakim31. 
Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, 
tetap dan konsisten dimana pelaksanaanya tidak dapat dipengaruhi oleh 
keadaan-keadaan yang sifatnya subyektif. Mengutip pendapat Lawrence 
M.Wriedman, seorang Guru Besar di Standford University, berpendapat 
bahwa untuk mewujudkan kepastian hukum paling tidak haruslah didukung 
oleh unsur-unsur sebagai berikut, yaitu substansi hukum, aparatur hukum, dan 
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budaya hukum32  Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kepastian hukum 
merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum, 
yaitu merupakan yustiable terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti 
bahwa seorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam 
keadaan tertentu. 
Menurut Maria S.W. Sumardjono bahwa tentang konsep kepastian 
hukum yaitu bahwa secara normatif, kepastian hukum itu memerlukan 
tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional 
maupun mendukung pelaksanaannya. Secara empiris, keberadaan peraturan 
peraturan perundang-undangan itu perlu dilaksanakan secara konsisten dan 
konsekuen oleh sumber daya manusia pendukungnya33. 
Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur 
secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan 
(multitafsir) dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dengan norma 
lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma 
yang ditimbulkan dari ketdak pastian aturan dapat berbentuk kontentasi 
norma, reduksi norma atau distorsi norma. Kepastian hukum yang 
sesungguhnya adalah bila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan 
sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Menurut Bisdan Sigalingging, 
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antara kepastian substansi hukum dan kepastian penegakan hukum 
seharusnya harus sejalan, tidak boleh hanya kepastian hukum bergantung 
pada law in the books tetapi kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bila 
kepastian dalam law in the books tersebut dapat di jalankan sebagaimana 
mestinya sesuai dengan prinsip-prinsip dan norma-norma hukum dalam 
menegakkan hukum.  
Teori Keadilan Aristoteles Pada pokoknya pandangan keadilan ini 
sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan perssmarataan. Aristoteles 
membedakan hak persamaannya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan 
hak dipandangan  manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah 
yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan 
hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap oraang apa yang menjadi 
haknya sesuai sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah 
dilakukannya. Keadilan menurut  pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua 
macam keadilan, keadilan distributief dan keadilan commutatief. Keadilan 
distributief ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut 
prestasinya. Keadilan commutatief ialah keadilan yang memberikan sama 
banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam 
hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa. Dari 
pembagian macam keadilan ini Aristoteles mendapatkan banyak kontroversi 
dan perdebatan . 
Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, 




dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, 
jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan 
barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. 
Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai 
kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.  
Teori Keadilan John Rawls. Secara spesifik, John Rawls 
mengembangkan gagasan mengenai prinsip-prinsip keadilan dengan 
menggunakan sepenuhnya konsep ciptaanya yang dikenal dengan posisi asali 
(original position) dan selubung ketidaktahuan (veil of ignorance). Pandangan 
Rawls mempossisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap 
individu di dalam masyarakat. Tidak ada pembedaan status, kedudukan atau 
memiliki posisi lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu 
pihak dengan lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah 
pandangan Rawls sebagai suatu posisi asali yang bertumpu pada pengertian 
ekulibrium reflektif  dengan didasari oleh ciri rasionalitas (rationality), 
kebebasan (freedom), dan persamaan (equality) guna mengatur struktur dasar 
masyarakat  (basic structure of society). 
Sementara konsep selubung ketidaktahuan diterjemahkan oleh John 
Rawls bahwa setiap orang dihadapkan pada tertutupnya seluruh fakta dan 
keadaan tentang dirinya sendiri, termasuk terhadap posisi sosial dan doktrin 
tertentu, sehingga membutakan adanya konsep atau pengetahuan tentang 




masyarakat untuk memperoleh prinsip persamaan yang adil dengan teorinya 
disebut sebagai Justice as fairness.  
Dalam pandangan John Rawls terhadap konsep posisi asali terdapat 
prinsip-prinsip keadilan yang utama, diantaranya prinsip persamaan, yakni 
setiap orang sama atas kebebasan yang bersifat universal, hakiki dan 
kompitabel dan ketidaksamaan atas kebutuhan sosial, ekonomi pada diri 
masing-masing individu. Prinsip pertama yang dinyatakan sebagai prinsip 
kebebasan yang sama (equal liberty principle), seperti kebebasan beragama 
(freedom of religion), kemerdekaan berpolitik (political of liberty), kebebasan 
berpendapat dan mengemukakan ekpresi (freedom of speech and expression), 
sedangkan prinsip kedua dinyatakn sebagai prinsip perbedaan (difference 
principle), yang menghipotesakan pada prinsip persamaan kesempatan (equal 
opportunity priciple). Lebih lanjut John Rawls menegaskan pandangannya 
terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi 
kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, 
memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling 
luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur 
kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi 
keuntungan yang bersifat timbal balik. 
Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur 
dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat 
hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi 




sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: Pertama, melakukan koreksi dan 
perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan 
menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang 
memberdayakan. Kedua, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai 
pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi 
ketidak adilan yang dialami kaum lemah. 
Teori Keadilan Hans Kelsen. Hans Kelsen dalam bukunya general 
thepry of law and state , berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial 
yang dapat dinyatakan adil  apabila dapat mengatur perbuatan manusia 
dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagian 
didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, 
nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum 
yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan 
dan kebahagian diperuntukan tiap individu. Hans Kelsen mengemukaan 
keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subyektif. Walaupun suatu 
tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagian 
setiap perorangan, melainkan kebahagian sebesar-besarnya bagi 
sebanyakmungkin individu dalam arti kelompok; yakni terpenuhinya 
kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, 
dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yng patut dipenuhi, seperti kebutuhan 
sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang 




pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan 
oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subyektif. 
Sebagai aliran positivisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa 
keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau 
kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang 
disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu 
keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, 
yang lebih tinggi dan sepenuhnya sahih dan adil, karena berasal dari alam, 
dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. 
Keadilan Dalam Perspektif Hukum Nasional  
Pandangan keadilan dalam hukum nasional bersumber pada dasar 
negara. Pancasila sebagai dasar negara atau falsafah negara (filosofische 
grondslag) sampai sekarang tetap dipertahankan dan masih tetap dianggap 
penting bagi negara Indonesia. Secara aksiologis, bangsa Indonesia 
merupakan pendukung nilai-nilai Pancasila (subcriber of values Pancasila). 
Bangsa Indonesia yang berketuhanan, yang berkemanusiaan, yang 
berpersatuan, yang berkerakyatan, dan yang berkeadilan sosial. 
Sebagai pendukung nilai, bangsa Indonesia yang menghargai, 
mengakui, serta menerima Pancasila sebagai suatu bernilai. Pengakuan, 
penghargaan, dan penerimaan Pancasila sebagai sesuatu yang bernilai itu 
akan tampak mereflesikan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan bangsa 
Indonesia. Kalau pengakuan, penerimaan, atau penghaqrgaan itu 




Indonesia dalam hal ini sekaligus adalah pengembannya dalam sikap, tingkah 
laku,  dan  perbuatan manusia Indonesia. Oleh karenanya Pancasila sebagai 
suatu sumber hukum tertinggi secara irasional  dan sebagai sumber hukum 
nasional bangsa Indonesia. 
Pandangan keadilan dalam hukum nasional bangsa Indonesia tertuju 
pada dasar negara, yaitu Pancasila, yang mana sila kelimanya berbunyi: 
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang menjadi persoalan 
sekarang adalah apakah yang dinamakan adil menurut konsepsi hukum 
nasional yang bersumbr pada Pancasila. 
Menurut Kahar Masyhur dalam bukunya mengemukakan pendapat-
pendapat tentang apakah yang dinamakan adil, terdapat tiga hal tentang 
pengertian adil. 
1. Adil ialah: meletakan sesuatu pada tempatnya; 
2. Adil ialah: menerima hak tanpa lebih dan memberikan orang lain tanpa 
kurang; 
3. Adil ialah; memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap tanpa 
lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak dalam keadaan yang sama, 
dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai 
dengan kesalahan dan pelanggaran. 
Untuk lebih lanjut  menguraikan tentang keadilan dalam perspektif 
hukum nasional, terdapat diskursus penting tentang adil dan keadilan sosial. 
Adil dan keadilan sosial. Adil dan keadilan adalah pengakuan dan perlakuan 




seimbang hak dan kewajiban, dengan sendirinya apabila kita mengakui hak 
hidup, maka sebaliknya harus mempertahankan hak hidup tersebut dengan 
jalan bekerja keras, dan kerja keras yang dilakukan tidak pula menimbulkan 
kerugian terhadap orang lai, sebab orang lain itu juga memiliki hak yang 
sama (hak untuk hidup) sebagaimana hlnya hak yang ada pada diri individu. 
Dengan pengakuan hak hidup orang lain, dengan sendirinya 
diwajibkan memberikan kesempatan kepada orang lain tersebut untuk 
mempertahankanhak hidupnya. 
Konsepsi demikian apabila dihubungkan dengan sila kedua dari 
Pancasila sebagai sumber hukum nasional bangsa Indonesia, pada hakikatnya 
menginstruksikan agar senantiasa melakukan perhubungan yang serasi antar 
manusia secara individu dengan kelompok individu lainnyasehingga tercipta 
hubungan yang adil dan beradab.  
Hubungan adil dan beradab dapat diumpamakan sebagai cahaya dan 
api, bila apinya besar maka cahayanya pun terang: jadi bila perdabannya 
tinggi , maka keadilanpun mantap. Apabila dihubungkan dengan keadilan 
sosial, maka keadilan itu harus dikaitkan dengan hubungan-hubungan 
kemasyarakatan. Keadilan sosial dapat diartikan sebagai : 
1. Mengembalikan hak-hak yang hilang kepada yang berhak; 





3. Merealisasikan persamaan terhadap hukum antara setiap individu, 
pengusaha-pengusaha dan orang-orang mewah yang didapatnya dengan 
tidak wajar. 
Sebagaimana diketahui bahwa keadilan dan ketidakadilan tidak dapat 
dipisahkan dari hidup dan kehidupan bermasyarakat. Dslam kehidupan 
sehari-hari sering dijumpai orang yang main hakim sendiri, sebenarnya 
perbuatan itu sama halnya dengan perbuatan mencapai keadilan yang 
akibatnya terjadi ketidakadilan, khususnya orang yang dihakimi itu. 
Keadilan sosial menyangkut kepentingan masyarakat dengan 
sendirinya individu yang berkeadilan sosial itu harus menyisihkan kebebasan 
individunya untuk kepentingan individu yang lainnya. 
Hukum nasional hanya mengatur keadilan bagi semua pihak, oleh 
karenanya keadilan didalam perspektif hukum nasional adalah keadilan yang 
menserasikan atau menselaraskan keadilan-keadilan yang bersifat umum 
diantara sebagian dari keadilan-keadilan individu. Dalam keadilan ini lebih 
menitik beratkan pada keseimbangan antara hak-hak individu masyarakat 
dengan kewajiban-kewqjiban umum yang ada didalam kelompok masyarakat 
hukum. 
 
B. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia 
Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia yang berintikan UUPK, 
menggunakan beberapa jenis pertanggung jawaban hukum keperdataan, yaitu 




Pertanggungjawaban Produk (Product Liability), Pertanggung Jawaban 
Profesional (Profesional Liability).  dan dalam hal tertentu menggunakan 
Pertanggungjawaban Langsung (Strict Liability) Adapun pihak yang harus 
bertanggung jawab memberikan ganti rugi kepada konsumen di dalam semua 
jenis pertanggungjawaban hukum keperdataan tersebut adalah pelaku usaha, 
yaitu apabila barang/ jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkannya 
menimbulkan kerugian di pihak konsumen. Oleh karena itu, semua jenis 
pertanggungjawaban hukum keperdataan tersebut dinamakan subject liability, 
yaitu pertanggungjawaban hukum dari subyek hukum (orang perseorangan 
atau badan hukum). 
Pertanggungjawaban hukum keperdataan pelaku usaha terhadap 
konsumen yang dirugikan berdasarkan Hukum Perlindungan Konsumen 







































Rincian masing-masing jenis pertanggungjawaban hukum tersebut dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
1.1. Pertanggungjawaban Kontraktual (Contractual Liability). 
a. Konstruksi Yuridik Pertanggungjawaban Kontraktual  
Pertanggungjawaban kontraktual (contractual liability) adalah 
tanggungjawab perdata atas dasar perjanjian/kontrak dari pelaku usaha 
(baik barang maupun jasa), atas kerugian yang dialami konsumen akibat 
mengkonsumsi barang yang dihasilkannya atau memanfaatkan jasa yang 
diberikannya. Dengan demikian, di dalam contractual liability ini 
terdapat suatu perjanjian atau kontrak (langsung) antara pelaku usaha 
dengan konsumen. 
Dewasa ini perjanjian atau kontrak antara pelaku usaha dengan 
konsumen nyaris selalu menggunakan perjanjian atau kontrak yang 
berbentuk standar atau baku. Oleh sebab itu di dalam hukum perjanjian, 
perjanjian atau kontrak semacam itu dinamakan perjanjian  atau kontrak 
standar/perjanjian atau kontrak baku (standardized contract/adhesion 
contract/ take-it or leave-it contract). 
Perjanjian Baku adalah perjanjian berbentuk tertulis yang telah 
digandakan berupa formulir-formulir, yang isinya telah distandarisasi 
atau dibakukan terlebih dahulu secara sepihak oleh pihak yang 
menawarkan (dalam hal ini pelaku usaha), serta ditawarkan secara 




konsumen. Keseluruhan isi perjanjian baku berupa pasal-pasal 
dinamakan klausula baku (standarddized clause). 
Berhubung klausula baku ditetapkan  secara sepihak oleh pelaku 
usaha, maka pada umumnya isi klausula baku tersebut akan lebih banyak 
memuat hak-hak pelaku usaha dan kewajiban-kewajiban yang seharusnya 
menjadi tanggungjawab pelaku usaha kepada konsumen. Klausula baku 
semacam ini di dalam perjanjian baku disebut klausula eksonerasi 
(exoneration clause/ exemption clause), yang pada umumnya sangat 
memberatkan atau bahkan cenderung merugikan konsumen. 
Isi exoneration clause atau examption clause, dapat berupa : 
a. Pengurangan atau penghapusan tanggungjawab terhadap akibat-
akibat hukum, misalnya ganti rugi akibat wanprestasi; 
b. Pembatasan atau penghapusan kewajiban-kewajiban sendiri; 
c. Penciptaan kewajiban-kewjiban yang kemudian dibebankan kepada 
salah satu pihak misalnya penciptaan kewajiban memberi ganti rugi 
kepada pihak ketiga yang terbukti mengalami kerugian. 
Berhubung dalam penutupan suatu perjanjian baku yang berisi 
klausula baku, pada umumnya penerima tawaran (dalam hal ini 
konsumen) tidak memiliki kesempatan untuk memiliki kesempatan untuk 
melakukan tawar menawar tentang isi klausula baku yang dibuat secara 
sepihak oleh pihak yang menawarkan (dalam hal ini pelaku usaha), maka 
proses penutupan perjanjian baku acapkali mengandung suatu 




Adapun unsur-unsur yang merupakan indikasi adanya 
penyalahgunaan keadaan di dalam suatu perjanjian standar, antara lain: 
 a. Syarat-syarat yang diperjanjikan tidak masuk akal, tidak patut, 
bertentangan dengan kemanusiaan (unfair contract terms); 
b. Pihak debitur (konsumen) dalam keadaan tertekan; 
c. Debitur (konsumen) tidak memiliki pilihan lain kecuali menerima isi 
perjanjian walaupun dirasakan memberatkan; 
d. hak dan kewajiban kedua pihak sangat tidak seimbang. 
 
Di samping itu, perlu dikemukakan bahwa penutupan suatu 
perjanjian baku pada umumnya tidak selalu didahului dengan 
pemahaman dan penguasaan isi perjanjian baku tersebut oleh pihak 
penerima tawaran (dalam hal ini konsumen), melainkan pihak penerima 
tawaran (dalam hal ini konsumen) baru mengetahui, memahami, atau 
menguasai isi perjanjian baku setelah perjanjian baku ditutup. Bahkan 
tidak jarang bahwa konsumen baru mengetahui dan memahami isi 
perjanjian baku setelah timbul kerugian di pihaknya. Kondisi ini 
sesungguhnya bertentangan dengan suatu prinsip dalam hukum 
perjanjian pada umumnya, yaitu prinsip contemporaneous 34 yang berarti 
bahwa pengetahuan, pemahaman, dan penguasaan mengenai isi suatu 
perjanjian, termasuk perjanjian baku, seharusnya dilakukan sebelum 
perjanjian ditutup, atau setidak-tidaknya existing or happening at the 
                                                          




same time, Prinsip ini di dalam bahasa Indonesia dapat dikemukakan 
sebagai prinsip keseketikaan, yaitu pengetahuan pemahaman, dan 
penguasaan isi perjanjian, termasuk perjanjian baku, seharusnya 
dilakukan sebelum perjanjian ditutup atau sekurang-kurangnya seketika 
ketika perjanjian ditutup. 
b. Pertanggungjawaban Kontraktual di dalam UUPK 
Uraian diatas menunjukkan bahwa perjanjian baku tidak jarang 
berisi klausula baku yang merupakan klausula eksonerasi; bahwa 
perjanjian baku yang isinya ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha 
telah memungkinkan terjadinya penyalahgunaan keadaan konsumen 
untuk menutup perjanjian baku secara bebas, bahwa prinsip kesetikaan 
tidak dapat diwujudkan dalam penutupan suatu perjanjian baku. Akibat-
akibat penggunaan perjanjian baku yang berisi klausula baku seperti ini 
jelas tidak melindungi konsumen, bahkan dapat dikatakan merugikan 
konsumen dan menguntungkan pelaku usaha. 
Klausula baku yang menimbulkan ketidakseimbangan pengaturan 
hak dan kewajiban antara Pelaku usaha dan konsumen dalam perjanjian 
baku itulah yang diatur di dalam suatu perjanjian baku itulah yang diatur 
di dalam Pasal 18 UUPK.  
Pasal ini berisi larangan pencantuman klausula baku tertentu di 
dalam perjanjian baku, dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan 





Pasal 18 UUPK menetapkan bahwa dalam menawarkan barang 
dan/atau jasa yang di tujukan untuk diperdagangkan, pelaku usaha 
dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap 
dokumen dan/atau perjanjian, apabila klausula baku tersebut : 
1. Isinya: 
a. menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha (barang 
dan/atau jasa); 
b. menyatakan bahwa pelaku usaha (barang) berhak menolak 
penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen; 
c. menyatakan bahwa pelaku usaha (barang dan/atau jasa) berhak 
menolak penyerarahan kembali uang yang dibayarkan atas 
barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen; 
d. menyatakan bahwa pemberian kuasa dari konsumen kepada 
pelaku usaha (barang), baik secara langsung maupun tidak 
lagsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang 
berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara 
angsuran; 
e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang 
atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen; 
f. memberi hak kepada pelaku usaha (jasa) untuk mengurangi 
manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang 




g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa 
aturan baru, tambahan, lanjutan dan atau pengubahan lanjutan 
yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha (jasa) dalam masa 
konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya; 
h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku 
usaha (barang) untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, 
atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen 
secara angsuran. 
2. Letak atau bentuknya; 
a. sulit terlihat; 
b. tidak dapat dibaca secara jelas. 
3. Pengungkapannya sulit dimengerti. 
Pelaku usaha yang mencantumkan klausula baku dengan isi, letak, 
bentuk, atau pengungkapannya seperti diuraikan di atas dalam 
dokumen atau perjanjian baku yang dibuatnya, dapat dikenakan 
sanksi sebagai berikut: 
a. Sanksi Perdata : 
o Klausula baku tersebut jika digugat di pengadilan oleh 
konsumen, akan menyebabkan hakim harus membuat 
putusan declarator bahwa klausula baku tersebut batal demi 
hukum (void) (Pasal 18 ayat 3 UUPK); 
Pelaku usaha yang pada saat ini mencantumkan klausula baku 




merevisi klausula baku yang digunakannya itu agar sesuai 
dengan UUPK,dengan batas waktu sampai tanggal 20 April 
2000 (Pasal 18 ayat 4 UUPK). 
b. Sanksi Pidana: 
Selain sanksi perdata sebagaimana dikemukakan diatas, 
UUPK juga mengenakan sanksi pidana kepada pelaku usaha 
yang melanggar Pasal 18 UUPK sebagaimana ditetapkan dalam 
Pasal 62 Ayat (1) UUPK yaitu dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 
2.000.000.000 ( dua miliar rupiah). 
 
2.2. Pertanggungjawaban Produk (Product Liability). 
a. Konstruksi Yuridik Pertanggungjawaban Produk 
Pertanggungjawaban produk (productliability) adalah 
pertanggungjawaban perdata dari produsen barang (dapat termasuk pihak 
lain dalam mata rantai distribusi) untuk mengganti kerugian kepada pihak 
tertentu (dapat pembeli, pemakai,atau bahkan pihak ketiga), atas 
kerusakan benda, cedera dan/atau kematian sebagai akibat menggunakan 
produk yang dihasilkan oleh produsen tersebut. 
Pertanggungjawaban produk adalah lembaga hukum keperdataan 
yang merupakan derivasi dari lembaga hukum perbuatan melawan 
hukum (tortious liability). Lembaga hukum perbuatan melawan hukum 




dasar kesalahan (liability). based on fault), karena apabila digunakan oleh 
konsumen untuk menggugat ganti rugi dari produsen, maka konsumen 
berkewajiban membuktikan empat hal 35, yaitu: 
a. produsen telah melakukan perbuatan melawan hukum; 
b. produsen telah melakukan kesalahan; 
c. konsumen telah mengalami kerugian; 
d. kerugian yang dialami konsumen merupakan akibat dari perbuatan 
melawan hukum yang telah dilakukan oleh produsen. 
 
Dari keempat macam kewajiban konsumen tersebut di atas, 
kewajiban konsumen untuk membuktikan bahwa produsen telah 
melakukan kesalahan merupakan kewajiban yang relatif paling sulit 
dipenuhi oleh konsumen, karena selain dibutuhkan keahlian tertentu, 
pada umumnya produsen sebagai pihak yang harus memberikan ganti 
rugi kepada konsumen tidak dengan mudah akan mengakui kesalahannya 
sekalipun sesungguhnya ia memang telah melakukan kesalahan, Padahal 
apabila konsumen tidak berhasil memenuhi keempat macam kewajban 
tersebut secara kumulatif, maka konsumen akan kehilangan haknya untuk 
memperoleh ganti rugi dari produsen. Jika kondisi ini terjadi maka tujuan 
melindungi konsumen secara hukum tidak akan tercapai. 
Oleh karena itu, pertanggungjawaban produk yang bertujuan 
melindungi konsumen meniadakan kewajiban konsumen untuk 
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membuktikan kesalahan produsen, dan sebaliknya produsen 
berkewajiban membuktikan bahwa ia tidak melakukan kesalahan . 
Konsekuensi logis dari konsruksi hukum bahwa produsen dianggap telah 
melakukan kesalahan (presumtion of fault) seketika setelah konsumen 
mengalami kerugian akibat menggunakan produknya. 
Dengan konstruksi yuridik seperti digunakan di dalam pertanggung 
jawaban produk nampak bahwa beban yang relatif berat di pihak 
konsumen dialihkan kepada produsen, sehingga resiko kegagalan 
konsumen untuk memperoleh ganti rugi dari produsen dapat dikurangi. 
a. Pertanggungjawaban Produk di dalam UUPK 
Ketentuan di dalam UUPK yang mengatur tentang 
pertanggungjawaban produk adalah Pasal 19 UUPK yang 
menyatakan bahwa pelaku usaha (dalam hal ini produsen) 
bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas: 
Kerusakan, Pencemaran dan atau;Kerugian. 
Konsumen akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau 
diperdagangkan. Kerusakan, pencemaran,dan/atau kerugian konsumen 
akibat mengkonsumsi barang yang dihasilkan atau diperdagangkan dapat 
terjadi karena pelaku usaha (dalam hal ini produsen) melanggar larangan-
larangan sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 
17 UUPK, antara lain: 
1. Pelaku usaha (dalam hal ini produsen ) dilarang memproduksi 




a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 
disyaratkan dan peraturan perundang-undangan; 
b. tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan 
jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam 
label atau etiket barang tersebut; 
c. tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah 
dalam hitungan menurut ukuran sebenarnya; 
d. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau 
kemanjuransebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau 
keterangan barang; 
e. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses 
pengolahan, gaya, mode,atau penggunaan tertentu sebagaimana 
dinyatakan dalam label atau keterangan barang; 
f. tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, 
keterangan, iklan atau promosi penjualan barang; 
g. tidak mencantumkan tanggal daluarsa atau jangka waktu 
penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu; 
h. tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, 
sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label; 
i. tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang 
memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau 
netto,komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat 




untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus 
dipasang/dibuat; 
j. tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan 
barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan; 
k. tidak disertai informasi secara lengkap dan benar bahwa barang 
tersebut rusak,cacat atau bekas, dan tercemar; 
l. tidak disertai atau disertai dengan informasi secara lengkap dan 
benar bahwa sediaan farmasi dan pangan tersebut rusak, cacat 
atau bekas dan tercemar; 
2. Pelaku Usaha (dalam hal ini produsen) dilarang menawarkan, 
mempromosikan, mengiklankan suatu barang secara tidak benar 
dan/aau seolah-olah: 
a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan 
harga ,harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau metode 
tertentu, karakteristik tertentu,sejarah atau guna tertentu; 
b. barang tersebut dalam keadaan baik dan/atau baru; 
c. barang tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki 
sponsor,persetujuan,perlengkapan tertentu,ciri-ciri kerja atau 
aksesori tertentu; 
d. barang tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai 
sponsor; persetujuan atau afiliasi; 




f. barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi; 
g. barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu 
h. barang tersebut berasal dari daerah tertentu; 
i. secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang lain; 
j. menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak 
berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek samping tanpa 
keterangan yang lengkap; 
k. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. 
3. Pelaku usaha (dalam hal ini produsen) dalam menalam halawarkan 
barang yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, 
mempromosikan mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak 
benar dan menyesuaikan mengenai: 
a. harga atau tarif suatu barang; 
b. kegunaan suatu barang; 
c. kondisi,tanggungan,jaminan hak atau ganti rugi suatu barang; 
d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; 
e. bahaya penggunaan barang; 
4. Pelaku usaha (dalam hal ini produsen) dalam hal penjualan yang 
dilakukan melalui cara obral atau lelang, dilarang, dilarang 
mengelabui, menyesatkan konsumen dengan: 





b. menyatakan barang tersebut seolah-olah tidak mengandung 
cacat tersembunyi; 
c. tidak berniat untuk menjual barang yang ditawarkan melainkan 
dengan maksud untuk menjual barang lain; 
d. tidak menyediakan barang dalam jumlah tertentu dan/atau 
jumlah yang cukup dengan maksud menjual barang yang lain; 
e. menaikkan harga atau tarif  barang sebelum melakukan obral; 
5. Pelaku Usaha (dalam hal ini produsen) dilarang menawarkan, 
mempromosikan atau mengiklankan suatu barang dengan harga atau 
tarif  khusus dalam waktu dan jumlah tertentu, jika pelaku usaha 
tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan 
waktu dan jumlah yang ditawarkan dipromosikan, atau diiklankan. 
6. Pelaku usaha (dalam hal ini produsen) dilarang menawarkan, 
mempromosikan, atau mengiklankan suatu barang dengan cara 
menjanjikan pemberian hadiah berupa barang lain secara cuma-cuma 
dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak 
sebagaimana yang dijanjikan. 
7. Pelaku usaha (dalam hal ini produsen) dilarang menawarkan, 
mempromosikan atau mengiklankan obat,obat tradisional, 
suplemen,makanan, alat kesehatan, dan jasa pelayanan kesehatan 




8. Pelaku usaha (dalam hal ini produsen) dalam menawarkan barang 
yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah 
melalui cara undian, dilarang untuk: 
a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang di 
janjikan; 
b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa; 
c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan; 
d. mengganti hadiahyang tidak setara dengan nilai hadiah yang 
dijanjikan. 
9. Pelaku usaha (dalam hal ini produsen) dalam menawarkan barang 
dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang 
dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap 
konsumen. 
10. Pelaku usaha (dalam hal ini produsen) dalam menawarkan barang 
melalui pesanan dilarang untuk: 
a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu 
penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; 
b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi. 
11. Pelaku usaha (dalam hal ini produsen iklan) periklanan dilarang 
memproduksi iklan yang: 
a. mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, bahan, 
kegunaan dan harga barang dan/atau jasa tarif jasa serta 




b. mengelabui jaminan/garansi terhadap barang dan/atau jasa; 
c. memuat informasi yang keliru, salah, atau tidak tepat mengenai 
barang dan/atau jasa; 
d. tidak memuat informasi mengenai risiko pemakaian barang 
dan/atau jasa; 
e. mengekploitasi kejadian dan/atau seseorang tanpa izin yang 
berwenang atau persetujuan yang bersangkutan; 
f. melanggar etika dan/atau ketentuan peraturan perundang-
undangan mengenai periklanan; 
Pelaku usaha (dslam hal ini Produsen) yang memproduksi 
barang, dan kemudianternyata barang tersebut menimbulkan 
kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian pada badan, jiwa dan 
barang milik konsumen, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi 
sebagai berikut : 
a. Sanksi Perdata: 
Beradasrkan Pasal 19 UUPK, pelaku usaha (dslam hal ini 
produsen) yang produknya merugikan konsumen, harus 
memberikan ganti rugi/ganti rugi berupa: pengembalian uang, 
atau; penggatian barang yang sejenis atau yang setara nilainya, 
atau; perawatan kesehatan, dan/atau; pemberian santunan yang 





Berhubung intisari dari pertanggungjawaban produk adalah 
pertanggungjawaban atas dasar perbuatan melawan hukum, 
maka keempat unsur di dalam pertanggungjawaban atas dasar 
perbuatan melawan hukum yaitu: 
1. .Unsur perbuatan melawan hukum (pmh) 
2.  Unsur kesalahan 
3. Unsur kerugian dan 
4. Unsur hubungan kausal antara pmh dengan kerugian yang 
timbul, tetap merupakan persyaratan untuk memperoleh 
ganti rugi dalam kasus pertanggungjawaban produk. 
Hanya pembuktian unsur kesalahan bukan beban konsumen 
lagi, tetapi merupakan beban produsen untuk membuktikan bahwa ia 
tidak bersalah (shilting the burden of proof atau pembuktian 
terbalik). Hal ini ditetapkan di dalam Pasal 28 UUPK yang 
menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur 
kesalahan dalam gugatan ganti rugi dalam Pasal 19 UUPK 
merupakan beban dan tanggungjawab pelaku usaha (dalam hal ini 
produsen). 
b. Sanksi Pidana: 
Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 62 Ayat (1) dan (2), 
maka pelaku usaha (dalam hal ini produsen) yang melanggar 
ketentuan-ketentuan diatas dipidana dengan pidana penjara 




paling banyak Rp.2.000.000.000,00 (dua miliar) / Rp. 
500.000.000,00(lima ratus juta rupiah), tergantung pasal mana 
yang dilanggarnya; 
Pelanggaran UUPK oleh pelaku usaha (dalam hal ini 
produsen) yang mengakibatkan konsumen mengalami luka 
berat, sakit berat, cacat tetap atau kematian, berdasarkan Pasal 
62 Ayat (3) UUPK dikenakan ketentuan pidana yang berlaku, 
antara lain ketentuan -ketentuan di dalam Kitab Undang-undang 
Hukum Pidana; 
 
2.3. Pertanggungjawaban Profesional (Professional Liability). 
a. Konstruksi Yuridik Pertanggungjawaban Profesional  
Pengertian Profesi 
Menurut Black’s Law Dictionary36 pengertian profesi (profession) 
adalah: 
A vocation of occupation requiring special, usually advanced education, 
knowledge, and skill ; e.g. law or medical profession. 
Dengan demikian ciri utama dari profesi adalah syarat pendidikan, 
pengetahuan, dan keterampilan khusus bagi pengembannya. 
 
Untuk melindungi kepentingan konsumen jasa yang diberikan oleh para 
pengemban profesi, pada umumnya para pengemban profesi menetapkan 
suatu kode etik yang berlaku di lingkungan organisasi profesinya. 
Pengertian Pertanggungjawaban Profesional. 
                                                          




Pertanggungjawaban profesional adalah terjemahan dari ungkapan dalam 
bahasa Inggris professional liability. Istilah profesional (professional) 
dalam Black’s Law Dictionary37 berarti: 
One engaged in one of learned professions or in an occupation requiring 
a high level of raining and proficiency. 
 
Dengan demikian, kata professional dalam professional liability dapat 
berarti pengemban profesi yang memberi jasa tertentu. Jika kata 
professional diartikan sebagai pengemban profesi yang memberi jasa, 
maka professional liability berarti pertanggungjawaban dari pengemban 
profesi atas jasa yang diberikannya. 
Pertanggungjawaban profesional ini terdiri dari 2 macam: 
1. Secara intern, yaitu pertanggungjawaban profesional berdasarkan 
kode etik organisasi profesi yang bersangkutan; 
2. Secara ekstern, yaitu pertanggungjawaban profesional berdasarkan 
hukum. 
Yang akan dibahas di sini adalah pertanggungjawaban  profesional 
berdasarkan hukum (legal liability). 
Pertanggungjawaban profesional berdasarkan hukum meliputi 
pertanggungjawaban pengemban profesi terhadap pihak ketiga atas jasa 
yang dibeikannya. 
Adapun dasar hukum pertanggungjawaban profesional : 






Berdasarkan hukum perjanjian atau; 
Berdasarkan hukum tentang perbuatan melawan hukum. 
Terhadap pihak ketiga: 
Berdasarkan hukum tentang perbuatan melawan hukum. 
 
Secara skematik pertanggungjawaban profesional dapat digambarkan 
sebagai berikut: 
 
Secara rinci jenis-jenis pertangungjawaban profesional diatas dapat 
diuraikan sebagai berikut: 
Pertanggungjawaban Profesional Berdasarkan Hukum Perjanjian. 
Pasal 1601 KUH Perdata menyatakan : Selain perjanjian untuk 

























yang diperjanjikan, dan jika hal itu tidak ada, oleh kebiasaan, maka 
terdapat dua macam perjanjian, di mana satu pihak mengikatkan diri 
untuk melakukan pekerjaan bagi pihak lain dengan menerima upah yaitu 
perjanjian kerja / perburuhan serta pemborongan pekerjaan. 
Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perjanjian untuk melakukan 
pekerjaan dapat digolongkan menjadi : 
a. Perjanjian untuk melakukan jasa; 
b. Perjanjian kerja/perburuhan; 
c. Perjanjian pemborongan pekerjaan. 
Perikatan yang timbul antara profesional (dalam hal ini 
profesional) dengan kliennya (penerima jasa) terjadi karena antar mereka 
dibuat perjanjian yang dikualifikasi sebagai perjanjian untuk melakukan 
jasa. 
Seperti dikemukakan dalam Pasal 1601 KUH Perdata, perjanjian 
melakukan jasa Tidak diatur dalam KUH Perdata, melainkan diatur 
dalam: 
a. Ketentuan khusus; 
b. Ketentuan dalam perjanjian terkait; 
c. Hukum kebiasaan. 
Ada Ketentuan khusus; 
Yang dimaksud dengan ketentuan khusus adalah semua ketentuan, baik 




profesi sejauh telah diberi bentuk hukum, yang mengikat para 
profesional. 
Contoh: 
Lafal Sumpah Jabatan Dokter dalam PP No.26/1960 
(kode etik yang telah diberi bentuk hukum) : 
Alinea 5 : “........... Kesehatan penderita akan senantiasa saya utamakan” 
Alinea 6 : “ ........ Dalam menunaikan kewajiban   terhadap penderita,saya 
akan berikhtiar sungguh-sunguh supaya tidak terpengaruh oleh 
pertimbangan keagamaan, kebangsaan, kesukuan, politik 
kepartaian atau kedudukan sosial”. 
Ketentuan tentang pemberian kuasa didalam Pasal 1792- 1819 KUH 
Perdata, jika pemberian jasa dilakukan oleh pengacara bagi kliennya; 
Peraturan Jabatan Notaris, bagi pemberi jasa notaris kepada klien; 
ad.b. Ketentuan dalam perjanjian terkait 
Yang dimaksud dengan ketentuan dalam perjanjian terkait adalah 
semua kondisi yang diperjanjikan dalam perjanjian melakukan 
jasa yang bersangkutan, isi perjanjian ini tentu sangat bervariasi, 
tergantung dari jenis / macam jasa yang dikehendaki oleh 
penerima jasa; 
ad.c. Hukum Kebiasaan 
Prinsip-prinsip yang dikemukakan dibawah ini merupakan hukum 
kebiasaan yang harus ditaati oleh profesional sebagai dalam hal 




o Duty of care (kehati-hatian). 
Profesional dalam hal ini profesional adalah pihak yang dipercaya 
oleh klien untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi 
klien sebagai penerima jasa. Kepercayaan yang diberikan klien 
harus dipelihara oleh profesional, sehingga dalam melakukan 
tugasnya profesional harus berhati-hati agar kepercayaan yang 
diberikan oleh klien tidak hilang. 
Kehati-hatian disini diartikan bukan sebagai kehati-hatian yang 
luar biasa, tetapi kehati-hatian yang wajar (reasonable care). 
o Confidentiality (kerahasiaan) 
Atas dasar kepercayaan klien kepada profesional, maka klien 
pada umumnya membuka semua akses terhadap data atau 
informasi, baik tertulis atau tidak tertulis, yang dimilikinya. 
Karena itu, adalah kewajiban dari profesional untuk menyimpan 
semua rahasia klien. Kewajiban ini dianggap selalu ada meskipun 
tidak dicantumkan secara tegas dalam perjanjian. 
o Avoiding conflict of interests (menghindari konflik kepentingan). 
Konflik kepentingan dapat terjadi antara profesional dengan klein, 
atau antara klien tersebut dengan klien yang lain. Bila kondisi 
semacam itu terjadi, maka profesional harus menolak untuk 





o Best effort (berusaha sebaik mungkin). 
Perjanjian melakukan jasa adalah perjanjian yang prestasinya 
tidak diukur dari hasil pemberian jasa oleh profesional 
(resultaatsverbintenis), melainkan diukur dari usaha yang telah 
dilakukan oleh profesional tersebut (inspanningsverbintenis). 
Karena itu, dalam perjanjian melakukan jasa harus dicantumkan 
kewajiban dari profesional untuk melakukan jasa bagi kliennya 
sebaik mungkin. 
Pertanggungjawaban Profesional Berdasarkan Petbuatan Melawan 
Hukum. Telah dikemukakan di atas bahwa tanggungjawab profesional 
berdasarkan hukum perbuatan melawan hukum dapat dimintakan oleh: 
Klien, dalam arti bahwa klien selain dapat meminta tanggungjawab 
dari profesional berdasarkan hukum perjanjian, juga dapat menuntut 
pertanggungjawaban dari profesional berdasarkan hukum perbuatan 
melawan hukum. Pihak ketiga , dalam arti bahwa pihak ketiga yang 
menderita kerugian karena perbuatan profesional, dapat menuntut 
pertanggungjawaban dari profesional tersebut berdasarkan hukum 
perbuataan melawan hukum. 
Dalam hal klien meminta pertanggungjawaban profesional atas 
dasar hukum perbuatan melawan hukum, maka syaratnya adalah: 
a. Perjanjian antara klien dengan profesional adalah perjanjian yang 
didasarkan pada proses (inspanningverbintenis), bukan perjanjian 




yang didasarkan pada proses, maka prestasi profesional relatif tidak 
dapat diukur; 
b. Terdapat hukum (norma,peraturan perundang-undangan) yang 
menetapkan bagaimana proses tersebut harus dilakukan oleh 
profesional, misalnya kode etik, sumpah jabatan, peraturan jabatan 
dan lain-lain. Hukum ini yang dilanggar oleh profesional dalam 
memberikan jasa kepada kliennya; 
c. Hukum yang dilanggar oleh profesional tersebut adalah hukum yang 
dimaksudkan untuk melindungi klien. 
Persyaratan diatas didasarkan pada Ajaran Relativitas atau sering disebut 
sebagai Schulznom Theorie yang menyatakan : 
“Perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan karenanya melawan 
hukum, akan menyebabkan pelaku bertanggungjawabatas kerugian yang 
disebabkan oleh perbuatan tersebut, bilamana hukum yang dilanggar itu 
bertujuan melindungi korban yang kepentingannya dilanggar” 
Dalam hal pihak ketiga meminta pertanggungjawaban profesional atas 
dasar hukum perbuatan melawan hukum, maka syaratnya adalah bahwa 
pihak ketiga tersebut bukan merupakan pihak di dalam perjanjian 
melakukan jasa oleh profesional. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa 
apabila tidak terdapat privity of contract, maka pertanggungjawaban 






b. Pertanggungjawaban Profesional di dalam UUPK 
Sebagaimana dikemukakan di atas profesional liability adalah 
pertanggungjawaban hukum dari profesional terhadap klien atau pihak 
ketiga atas jasa yang diberikannya. Di dalam UUPK pertanggungjawaban 
dari profesional dalam memberikan jasa pada kliennya diatur nyaris 
identik dengan pertanggungjawaban pelaku usaha barang. Hal ini 
nampak dari fakta bahwa nyaris semua kata barang didalam UUPK  
diberi garis miring yang diikuti kata jasa. Oleh karena itu, nyaris semua 




















a. Jika resultaatverbintennis 
b. Karenanya, prestasinya 
dapat diukur 
c. Terdapat hukum, yaitu 
perjanjian yang dibuat oleh 
para pihak sendiri dan hanya 
berlaku bagi para pihak 
tersebut 
d. Kerugian diukur dengan 
kerugian yang diderita klien 
a. Jika inspanningverbintennis 
b. Karenanya, prestasinya 
sukar diukur 
c. Terdapat hukum yang 
berlaku umum, bukan hanya 
bagi para pihak dalam 
perjanjian, yang dilanggar 
oleh professional 
d. Kerugian diukur dari 





berlaku bagi usaha jasa atau profesional, yaitu ketentuan tentang 
larangan-larangan bagi pelakuk usaha sebagaimana dicantumkan dalam 
Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 UUPK, antara lain: 
1. Pelaku usaha (dalam hal ini profesional) dilarang menawarkan, 
mempromosi-kan, mengiklankan suatu jasa secara tidak benar 
dan/atau seolah-olah: 
a. jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor; 
persetujuan, perlengkapan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesori 
tertentu; 
b. jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai 
sponsor,persetujuan atau afiliasi; 
c. jasa tersebut tersedia; 
d. secara langsung atau tidak langsung merendahkan jasa lain; 
e. menggunakan kata-kata ysng berlebihan, seperti aman, tidak 
berbahaya, tidak mengandung resiko atau efek sampingan tanpa 
keterangan yang lengkap; 
f. menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti; 
2. Pelaku usaha (dalam hal ini profesional) dilarang menawarkan, 
mempromosikan atau mengiklankan suatu jasa dengan cara 
menjanjikan pemberian hadiah berupa jasa lain secara Cuma-Cuma 
dengan maksud tidak memberikannya atau memberikan tidak 




3. Pelaku usaha (dalam hal ini profesional) dilarang menawarkan, 
mempromosikan atau mengiklankan jasa pelayanan kesehatan 
dengan cara menjanjikan pemberian hadiah berupa jasa; 
4. Pelaku usaha (dalam hal ini profesional) dalam menawarkan jasa 
dilarang melakukan dengan cara pemaksaan atau cara lain yang 
dapat menimbulkan gangguan baik fisik maupun psikis terhadap 
konsumen;  
5. Pelaku usaha (dalam hal ini profesional) dilarang memproduksi 
dan/atau memperdagangkan jasa yang: 
a. tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang 
disyaratkan dan praturan perundang-undangan; 
b. tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau 
kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau  
keterangan jasa tersebut; 
c. tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses 
pengolahan,gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana 
dinyatakan dalam label atau keterangan jasa tersebut; 
d. tidak sesuai dengan janji, yang dinyatakan dalam label, 
etiket,keterangan, iklan atau promosi penjualan jasa tersebut; 
6. Pelaku usaha (dalam hal ini profesional) dalam menawarkan jasa 
yang ditujukan untuk diperdagangkan menawarkan, 
mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang 




a. harga atau tarif suatu jasa; 
b. kegunaan suatu jasa; 
c. kondisi, tanggungan, jaminan, hak atau ganti rugi suatu jasa; 
d. tawaran potongan harga atau hadiah menarik yang ditawarkan; 
e. bahaya penggunaan jasa; 
7. Pelaku usaha (dalam hal iniprofesional) dalam hal penjualan yang 
dilakukan melalui cara obral atau lelang, mengelabui, menyesatkan 
konsumen dengan : 
a. menyatakan jasa tersebut seolah-olah telah memenuhi standar 
mutu tertentu; 
b. menyatakan jasa tersebut seolah-olah tidak mengandung cacat 
tersembunyi; 
c. tidak menyediakan jasa dalam kapasitas tertentu atau dalam 
jumlah cukup dengan maksud mejual jasa lain; 
d. menaikkan harga atau tarif jasa sebelm melakukan obral; 
8. Pelaku usaha(dalam hal ini profesional) menawarkan, 
mempromosikan atau mengiklankan suatu jasa dengan harga atau 
tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu , ternyata pelaku usaha 
tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan 
waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan, atau diiklankan ; 
9. Pelaku usaha (dalam hal ini profesional) menawarkan, 
mempromosikan, atau mengiklankan suatu jasa dengan cara 




Cuma tetapi ternyata dengan maksud tidak memberikannya atau 
memberikan tidak sebagaimana yang dijanjikan; 
10. Pelaku usaha (dalam hal ini profesional) menawarkan, 
mempromosikan atau mengiklankan jasa pelayanan kesehatan 
dengan  cara menjanjikan pemberian hadiah brupa barang; 
11. Pelaku usaha (dalam hal ini profesional) dalam menawarkan barang 
yang ditujukan untuk diperdagangkan dengan memberikan hadiah 
melalui cara undian, ternyata: 
a. tidak melakukan penarikan hadiah setelah batas waktu yang 
dijanjikan; 
b. mengumumkan hasilnya tidak melalui media massa; 
c. memberikan hadiah tidak sesuai dengan yang dijanjikan; 
d. mengganti hadiah yang tidak setara dengan nilai hadiah yang 
dijanjikan;  
12. Pelaku usaha (dalam hal ini profesional) dalam menawarkan jasa 
melalui pesanan ternyata: 
a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu 
penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan; 
b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi; 
Pelaku usaha (dalam hal ini profesional) yang dalam memberikan 
jasanya melanggar ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 UUPK 
sebagaimana dikemukakan diatas, dan kemudian ternyata jasa tersebut 




dan barang milik konsumen, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi 
sebagai berikut: 
a. Sanksi Perdata: 
Memberikan ganti rugi dari profesional sebagaimana diatur di 
dalam Pasal 19 Ayat 2 UUPK, berupa:pengembalian uang, atau; 
penggantian jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau; perawatan 
kesehatan, dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
Berhubung intisari dari profesional liability adalah tortious 
liability (tanggungjawab atas dasar perbuatan melawan hukum), 
maka keempat unsur di dalam tortious liability, yaitu unsur 
perbuatan melawan hukum(pmh), unsur kesalahan, unsur kerugian, 
dan unsur hubungan kausal antara pmh, dengan kerugian yang 
timbul tetap merupakan persyaratan yang harus dipenuhi. Hanya 
pembuktian unsur kesalahan tidak merupakan beban klien lagi, tetapi 
justru merupakan beban profesional untuk membuktikan bahwa ia 
tidak bersalah ( shilting the burden of proof atau pembuktian 
terbalik). Hal ini diatur di dalam Pasal 28 UUPK yang menyatakan 
bahwa pembuktian terhadap ada atau tidaknya unsur kesalahan 
dalam gugatan ganti rugi dalam Pasal 19 UUPK merupakan beban 
tanggungjawab pelaku usaha (dalam hal ini profesional). 
Apabila pemberian jasa oleh profesional kepada kliennya 




sanksi perdata yang dapat dikenakan kepada profesional adalah juga 
sanksi yang tercantum dalam Pasal 18 UUPK sebagaimana telah 
diuraikan di atas. Selain itu, apabila perjanjian pemberian jasa oleh 
profesional tersebut melanggar larangan-larangan yang dicantumkan 
didalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 17 UUPK, maka berarti 
perjanjian pemberian jasa tersebut tidak memenuhi syarat 
sebab/causa yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Alhasil jika 
diajukan ke pengadilan, hakim harus menetapkan putusan yang 
declarator bahwa perjanjian pemberian jasa antara profesional dan 
kliennya tersebut batal demi hukum (void). 
b. Sanksi Pidana: 
Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 62 Ayat (1) dan (2), 
maka pelaku usaha (dalam hal ini profesional) yang melanggar 
ketentuan-ketentuan di atas dipidana dengan pidana penjara paling 
lama 5 (lima) tahun/ 2 (dua) tahun, atau pidana denda paling banyak 
Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) / Rp. 500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah), tergantung pasal mana yang dilanggarnya; 
Pelanggaran UUPK oleh pelaku usaha (dalam hal ini 
profesional) yang mengakibatkan konsumen mengalami luka berat, 
sakit berat, cacat tetap atau kematian, berdasarkan Pasal 62 Ayat (3) 
UUPK dikenakan ketentuan di dalam Kitab Undang-undang 
ty)Hukum Pidana; Hal baru yang merupakan landmark provision 




Pasal 22 UUPK, yang menyatakan bahwa pembuktian terhadap ada 
tidaknya unsur kesalahan dalam kasus pidana sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19 UUPK merupakan beban dan tanggungjawab pelaku 
usaha,tanpa menutup kemungkinan bagi jaksa untuk melakukan 
pembuktian. 
 
2.4. Pertanggtungjawaban Langsung (Strict Liability) dalam hukum  
Perlindungan Konsumen. Pertanggungjawaban langsung (strict liability) 
dalam hukum perlindungan konsumen digunakan terutama pada 
pertanggungjawaban produk (product liability), selain pada 
pertanggungjawaban profesional (profesional liability) dalam hal perjanjian 
antara profesional dan kliennya merupakan perjanjian yang didasarkan pada 
proses (inspanningverbintenis). 
1. Tujuan Perlindungan Konsumen 
Tujuan perlindungan konsumen pada prinsipnya mengandung 
kemiripan di banyak negara di dunia, yaitu memberikan perlindungan 
kepada konsumen agar terhindar dari hal-hal yang dapat menimbulkan 
kerugian dalam penggunaan barang/atau pemanfaatan jasa. 
Sir Gordon Bonnie38 menyatakan bahwa tujuan dari perlindungan 
konsumen adalah: Seeking to redress the natural inbalance of power 
between the ordinary person and the business provider of goods and 
services and trying to prevent the worst kinds of trading abuses, 
                                                          
38 Bonnie Sir Gordon, The Development of Consumer Law and Policy-Bold Spirits and 




govemments of different political colours sought to alter both the civil 
law and the criminal law and to create new institutions and procedures to 
ensure that the changes were made effctive. 
Resolusi PBB No.39/248 tentang guidelines For Consumer 
Protection secara tidak langsung mengatakan di dalam butir 3 tentang 
tujuan yang hendak dicapai dalam upaya perlindungan konsumen, yaitu : 
The legimtimate needs which the guidelines are intended to meet  are the 
following : 
a. The protection of consumers from hazards to their  health and safety; 
b. The promotion and protection of the economic interests of 
consumers; 
c. Acces of consumers to adequate information to enable them to make 
informed choices according to individual wishes and needs; 
d. Consumer Education; 
e. Availability of effective consumer redress; 
f. Freedom to form consumer and other relevent groups or 
organizations and the opportunity of such organizations in decision-
making processes affecting them. 
Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen (UUPK), secara tersurat menyatakan bahwa tujuan 
perlindungan konsumen adalah : 
a. meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen 




b. mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara 
menghindarkannya dari ekses negaif pemakaian barang dan/atau 
jasa; 
c. meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, 
menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen; 
d. menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung 
unsur kpastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk 
mendapatkan informasi; 
e. menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya 
perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan 
bertanggung jawab dalam berusaha; 
f. mningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin 
klangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen; 
Dalam hubungan ini perlu kiranya dikemukakan mengenai adanya 
perbedaan gradual mengenai tujuan perlindungan konsumen antara 
negara-negara maju dan negara-negara sedang berkembang serta negara-
negara miskin, Perbedaan tersebut paling tidak berkenan dengan dua hal, 
yaitu tingkat perlindungan (level of protection) dan standar kerusakan 
barang dan atau jasa (standard of damaged goods and services). 
Mengenai tingkat perlindungan konsumen (level of protection) 
dapat di kemukakan bahwa jika tingkat perlindungan konsumen 




maka tingkat perlindungan konsumen di lingkungan negara maju secara 
rata-rata berada pada peringkat tiga bahkan mungkin pada peringkat 
tertinggi. Peringkat setinggi ini dapat dicapai krena banyak faktor, antara 
lain adalah faktor tingkat pendidikan dari konsumen, faktor pendidikan 
kepada konsumen (consumer education); faktor tingkat kesadaran hukum 
(legal consciousness) dari konsumen maupun pelaku usaha; ket-       
ersediaan sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, sikap, dan 
ketrampilan yang memadai dalam urusan perlindungan konsumen; dan 
tentu saja kemauan politik yang kuat dari pemerintah untuk melindungi 
konsumen dari praktek usaha (bisnis) yang curang (unfair business 
practices). 
Kondisi yang sangat berbeda dapat ditemukan di lingkungan negara 
yang sedang berkembang atau bahkan di lingkungan negara miskin. 
Sebagian terbesar dari negara-negara berkembang, dengan skala 
peringkat yang sama, tingkat perlindungan konsumennya dapat dikatakan 
berada pada pringkat awal atau paling jauh berada pada tingkat kedua. 
Keadaan ini harus dapat difahami karena negara-negara sedang 
berkembang, perlu memprioritaskan tingkat pertumbuhan ekonomi 
negara beserta pendistribusiannya secara adil dan merata dari pada 
mengupayakan perlindungan terhadap konsumen. Fakta menunjukan 
bahwa ketika mereka memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, 
perlindungan konsumen dipandang belum merupakan hal penting dan 




dilingkungan negara miskin, tingkat perlindungan konsumen (jika 
memang ada) dapat dikatakan berada pada peringkat terendah, jika tidak 
mau dikatakan nir-peringkat. Jangankan untuk berpikir tentang 
perlindungan konsumen, bahkan kesempatan untuk berpikir mengenai 
perlindungan hak asasi manusia saja mungkin masih belum 
dimungkinkan. 
Adapun mengenai perbedaan standar kerusakan barang dan/atau 
jasa (standard of damnged goods and servises) antara negara maju disatu 
pihak dengan negara sedang berkembang dan negara miskin dilain pihak, 
dapat dengan mudah dikemukakan fakta bahwa nyaris semua barang 
dan/atau jasa di negara-negara maju, diproduksikan dan dipasarkan 
setelah berhasil lolos dari sejumlah persyaratan standar kualitas 
minimum (minimum quality standard, baik yang ditetapkan oleh 
pemerintah maupun yang ditetapkan secara sukarela (voluntary self 
regulation) oleh pelaku usaha atau asosiasi pelaku usaha. Standar serupa 
jarang dijumpai di lingkungan negara sedang berkembang, atau bahkan 
sama sekali tidak dapat ditemukan dilingkungan negara miskin. 
Kelangkaan dana, peralatan, keahlian, dan ketiadaan informasi telah 
menyebabkan konsumen di negara-negara tersebut menerima barang dan 
atau jasa sebagaimana diproduksi/dihasilkan serta ditwarkan oleh pelaku 
usaha. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sekalipun tujuan 
perlindungan konsumen di berbagai negara mengandung kemiripan, 




Guidelines For Consumer Protection mengakui adanya perbedaan tahap 
pencapaian tujuan perlindungan konsumen di lingkungan negara maju di 
satu pihak, dan di lingkungan negara sedang berkembang serta negara 
miskin di lain pihak. Tujuan perlindungan konsumen sebagaimana 
dikemukakan diatas hanya dapat dicapai apabila dilakukan berbagai jenis 
upaya perlindungan konsumen. Upaya perlindungan konsumen tersebut 
dapat dibagi berdasarkan macam-macam kriterium. Salah satu kriterium 
pembagian upaya perlindungan konsumen tersebut adalah berdasarkan 
upaya perlindungan konsumen secara non hukum dan upaya 
perlindungan konsumen secara hukum, sehingga hasil pembagiannya 
sebagai berikut: 
Upaya perlindungan konsumen secara non hukum, yang terdiri dari 
Strategi Nir Aksi (Do nothing strategy) dan Ragam Aksi 
(Miscellaneous); 
Upaya perlindungan konsumen secara hukum, yang terdiri dari 
Peraturan Perundang-undangan (Legislation), Peradilan (Litigation) dan 
di Luar Peradilan (Non Litigation), serta Pengaturan Mandiri (Voluntary 
self regulation). 
Pembagian jenis upaya perlindungan konsumen sebagaimana 





2.  Uraian masing-masing jenis upaya perlindungan konsumen dapat 
dikemukakan sebagai berikut: 
2.1 Strategi Nir Aksi (Do nothing strategi) 
Di dalam strategi ini konsumen memutuskan untuk tidak 
menuntut kesalahan pelaku usaha yang telah menimbulkan kerugian 
padanya, tetapi membiarkan dan menganggapnya sebagai 
pengalaman buruk. Dasar pertimbangannya adalah bahwa 
berdasarkan cost and benefit analysis konsumen akan jauh lebih 
banyak mengalami kerugian apabila ia melakukan gugatan ganti rugi 
. Pertimbangan tersebut didasarkan pada analisis kekuatan ekonomi, 
politik,budaya,maupun pertimbangan lainnya. Strategi ini terutama 
bersumber pada suatu sindrom yang disebut you can’t fight the city 







Nir Aksi (Do nothing strategy) 
Ragam Aksi (Miscellaneous) 
Peraturan Perundang-undangan 
(Legislation) 
Peradilan (Litigation) dan Di Luar 
Peradilan (Non Litigation) 






oleh masyarakat , dalam hal ini masyarakat konsumen . Dengan 
tidak melakukan tindakan apapun, maka konsumen telah melindungi 
dirinya sendiri dari kemungkinan timbulnya kerugian yang besar, 
meskipun strategi ini pada saat sekarang dikenal sebagai suatu 
strategi masa lalu (a way of the past). 
2.2 Ragam Aksi (Miscellaneous) 
Upaya perlindungan konsumen secara non hukum yang kedua 
disebut sebagai ragam aksi (miscellaneous). Dalam hal ini konsumen 
berada dalam keadaan marah dan frustasi, tetapi tidak mengetahui 
secara tepat apa yang akan dan harus dilakukannya. Akibatnya, 
konsumen menggunakan segala kemungkinan yang dapat 
dilakukannya, bahkan seringkali melakukan sesuatu secara nekad 
yang kemudian ternyata bahwa apa yang dilakukannya bukan 
merupakan sesuatu yang benar. Beberapa contoh ragam aksi yang 
dilakukan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha antara lain 
mengungkapkan kasus yang dihadapinya pada kolom surat pembaca 
di surat kabar, mengemukakan kasus yang dihadapinya di dalam 
acara pengaduan pemirsa di stasiun televisi serta mengadukan kasus 
yang dialaminya kepada lembaga swadaya masyarakat bidang 
perlindungan konsumen. Ragam aksi yang dilakukan oleh konsumen 
ini merupakan tindakan signifikan yang harus diperhitungkan oleh 
pelaku usaha, karena pengungkapan kasus terkait dihadapan publik 




Melalui ragam aksi ini, konsumen berharap bahwa melalui pelbagai 
jalur sebagaimana dikemukakan diatas, kerugian konsumen yang 
diakibatkan oleh pelaku usaha dapat memperoleh penanganan yang 
cepat dan tuntas. 
2.3 Peraturan Perundang-undangan (Legislation) 
Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dapat 
memperoleh perlindungan secara hukum, apabila telah terdapat 
perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan 
kewajiban masing-masing pihak dalam berbagai bidang, misalnya 
tentang keamanan produk, perkreditan, perumahan, obat dan 
makanan, barang, dan terutama adalah peraturan perundang-
undangan yang khusus mengatur perlindungan konsumen  
2.4 Peradilan (Litigation) dan diluar Peradilan (Non Litigation) 
Yang dimaksud dengan upaya perlindungan konsumen melalui 
peradilan dan diluar pengadilan adalah penyelesaian sengketa antara 
konsumen dan pelaku usaha, yang terjadi karena pelaku usaha tidak 
bersedia secara sukarela memberikan ganti rugi terhadap konsumen 
yang telah mengalami kerugian,akibatnya, dalam rangka 
memperoleh perlindungan secara hukum, konsumen menggugat 
ganti rugi kepada pelaku usaha baik melalui peradilan (litigation) 
atau di luar peradilan (non litigation). Adapun yang dimaksud 
menyelesaikan sengketa konsumen melalui peradilan adalah bahwa 




pengadilan, mulai pada pengadilan tingkat pertama sampai dengan 
tingkat akhir di Mahkamah Agung.Sedangkan yang dimaksud 
dengan penyelesaian sengketa konsumen diluar peradilan adalah 
bahwa konsumen menggugat ganti rugi kepada pelaku usaha melalui 
badan atau lembaga non peradilan, seperti Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen di Indonesia. Badan atau lembaga semacam itu, 
pada umumnya menyelesaikan sengketa konsumen dengan tujuan 
mencapai “win-win solutio” melalui penggunaan metode mediasi 
(mediation, Konsiliasi (conciliation),dan arbitrase (arbitration). 
2.5 Pengaturan Mandiri (Voluntary self regulation) 
Upaya lain dalam perlindungan konsumen adalah pengaturan 
mandiri oleh pelaku usaha didalam badan usahanya, dengan jalan 
menetapkan dan memberlakukan sendiri peraturan internal di dalam 
badan usaha tersebut. Sebagai contoh dapat dikemukakan pengaturan 
internal sebuah industri biskuit mengenai hal-hal yang wajib 
dilakukan pada berbagai tahap dalam proses produksi biskuit 
tersebut. Dalam manajemen produksi proses ini disebut sebagai 
proses pengendalian mutu. Penetapan dan pemberlakuan peraturan 
internal badan usaha ini, pada gilirannya selain dapat melindungi 
konsumen dan barang dan/atau jasa yang dapat menimbulkan 
kerugian, juga akan memberi manfaat kepada pelaku usaha karena 
barang dan/atau jasa yang dihasilkannya akan terjamin keamanannya 




barang dan/atau jasa ketika dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh 
konsumen tentu akan memberikan efek positif pada kegiatan 
promosi barang dan/atau jasa yang oleh pelaku usaha. 
3. Uapaya Perlindungan Konsumen di Indonesia 
Perhatian terhadap perlindungan konsumen oleh Pemerintah baru 
meningkat ketika pada tanggal 20 Nopember 1988 sebanyak 34 orang 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menyampaikan RUU Usul inisiatif 
tentang Perlindungan Konsumen. Berarti RUU Perlindungan Konsumen 
yang dihasilkan oleh Yayasan Lembaga Konsumen pada tahun 1981, 
telah selama 17 (tujuh belas) tahun tidak kunjung disampaikan oleh 
Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah melalui 
pembahasan yang relatif singkat, yaitu tepat selama lima bulan , RUU 
tentang Perlindungan Konsumen tersebut kemudian disahkan menjadi 
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen (UUPK) pada tanggal 20 April 1999,dan 
diundangkan melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42. Menurut Pasal 65 UUPK, undang-undang ini mulai berlaku 
setelah 1 (satu) tahun sejak diundangkan. Dengan demikian UUPK 
berlaku secara efektif terhitung mulai tanggal 20 April 2000. Sekalipun 
UUPK tersebut telah berlaku secara efektif sejak tanggal 20 April 2000, 
upaya perlindungan konsumen di Indonesia berdasarkan UUPK, paling 
tidak saat tulisan ini disusun, masih belum dapat dikatakan telah terwujud 




berdasarkan lima jenis upaya perlindungan konsumen sebagaimana 
dikemukakan diatas, maka pada masa masa Pasca Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen, dapat dikemukakan perkembangan 
perlindungan konsumen di Indonesia sebagaimana diuraikan berikut ini. 
Strategi nir aksi (do nothing strategy) dapat dikatakan masih 
mewarnai secara dominan sikap sebagian besar konsumen di Indonesia, 
sekalipun di dalam UUPK telah diatur secara tegas mengenai hak dan 
kwajiban konsumen, serta hak dan kewajiban pelaku usaha. Selain karena 
sosialisasi UUPK masih belum dilakukan secara merata dan intensif 
kepada seluruh lapisan masyarakat, juga situasi dan kondisi selama 
paling tidak 30 tahun ke belakang sangat berperan dalam melahirkan 
konsumen Indonesia yang pasif dan pasrah pada otoritas  yang 
menguasainya.Pada masa tersebut sikap kritis dan tidak puas terhadap 
sesuatu amat ditabukan, bahkan dapat berakibat pada penjatuhan sanksi 
yang dapat menyebabkan berakhirnya karier seseorang. Berhubung 
situasi dan kondisi semacam ini berlangsung relatif lama, maka tidak 
heran apabila saat ini sekalipun UUPK telah menetapkan secara tegas 
hak dan kewajiban konsumen Indonesia, namun mereka masih diliputi 
keraguan untuk menuntut perwujudannya. Disamping itu, penegakan 
hukum yang dilaksanakan dengan separuh hati menyebabkan belum 
tumbuhnya kepercayaan konsumen Indonesia bahwa hak dan 
kewajibannya seperti diatur dalam UUPK akan pula ditegakkan dengan 




kiranya difahami mengapa sebagian besar konsumen Indonesia pada saat 
inipun masih memilih nir aksi, ketika mereka mengalami kerugian yang 
diakibatkan oleh ulah pelaku usaha. 
Reformasi yang berlangsung sejak lebih dari sepuluh tahun yang 
lalu, bagaimanapun telah berpengaruh pada pola sikap dan pola tindak 
sebagian masyarakat Indonesia, terutama yang bertempat tinggal di 
perkotaan. Semakin dekat tempat tinggal masyarakat dengan ibu kota, 
semakin kuat pengaruh reformasi tersebut, bahkan tidak jarang menjadi 
anti klimaks dari situasi sebelum reformasi.kebebasan untuk bersikap 
kritis dan tidak puas terhadap sesuatu yang semula ditabukan, setelah 
reformasi seolah dapat dilakukan secara tak terbatas dan seringkali tanpa 
etika dan etiket. Oleh karena itu, tidak heran apabila pada saat ini 
kuantitas keluhan konsumen terhadap pelayanan pelaku usaha yang 
dimuat didalam rubrik surat pembaca meningkat dengan pesat, bahkan 
termasuk keluhan konsumen terhadap pelayanan BUMN atau BUMD 
serta terhadap pelayanan publik oleh pihak Pemerintah. Media elektronik 
pun, baik televisi maupun radio, seringkali mengangkat topik pelayanan 
konsumen oleh pelaku usaha maupun oleh Pemerintah, dalam suatu 
dialog interaktif yang kritis,lugas,terus terang,dan kadang-kadang 
menyakitkan hati pemirsa atau pendengarnya. 
Upaya perlindungan konsumen melalui pembuatan peraturan 
perundang-undangan pada masa Pasca Undang-Undang Perlindungan 




diuraikan diatas, dalam kurun waktu waktu lima bulan yaitu sejak bulan 
Juli 2001 sampai dengan Desember 2001, telah ditetapkan cukup banyak 
peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan UUPK. 
Mengenai Perlindungan konsumen melalui peradilan (litigation) 
dan di luar peradilan (non litigation) pada masa Pasca Undang-Undang 
Perlindungan Konsumen , dapat dikemukakan bahwa badan atau lembaga 
yang menangani penyelesaian sengketa konsumen di luar peradilan telah 
dibentuk di puluhan kota dan kabupaten, melalui sejumlah Keputusan 
Presiden (Berdasarkan Pasal 49 Ayat 1 UUPK, Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen harus dibentuk di semua daerah kabupaten dan 
Kota). 
Adapun mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui 
peradilan (litigation) pada masa Pasca UUPK yaitu sejak 20 April 2000 
sampai saat ini telah cukup banyak kasus yang akan diproses, masih 
dalam proses, maupun yang telah selesai di proses melalui peradilan. 
Dibandingkan dengan masa Pra UUPK yang hanya terdapat empat kasus 
selama lebih dari 30 tahun, maka dapat dikatakan bahwa pada masa 
Pasca UUPK terjadi peningkatan yang signifikan dalam jumlah sengketa 
konsumen yang diproses melalui peradilan. Beberapa kasus diantaranya: 
a. Kasus Iklan Rokok. 
Tim Advokasi Gerakan Nasional Tanpa Rokok yang merupakan 
koalisi beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat yang memiliki 




terbuka di Harian Kompas yang ditujukan kepada produsen rokok, 
pengelola media cetak dan elektronik, pengelola papan peraga iklan 
diluar ruang,dan biro iklan yang memfasilitasi pembuatan iklan 
rokok. Somasi ini dilakukan karena berdasarkan hasil pemantauan 
terhadap iklan rokok, baik yang dimuat dalam media cetak, 
ditayangkan oleh media elektronik, maupun yang dipasang pada 
papan peraga iklan iklan diluar ruang, ternyata terdapat sejumlah 
pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara 
lain: 
- Pelanggaran jam tayang untuk iklan rokok di televisi; 
- Visualisasi iklan rokok yang memperagakan gambar rokok, baik 
di media cetak maupun di papan iklan diluar ruang; 
- Tidak mencantumkan atau mencantumkan namun tidak lengkap 
mengenai peringatan bahaya merokok bagi kesehatan. 
- B. Kapak LPG VS Pertamina (2000), dikenal sebagai Kasus 
Elpiji. 
- Pada tanggal 3 Nopember 2000 Pertamina menaikan harga elpiji 
dari Rp. 1500,- per kilogram menjadi Rp. 2100,-per kilogram, 
berarti kenaikan sebesar 40 %. Kenaikan yang dirasakan sangat 
memberatkan konsumen elpiji tersebut, dilakukan oleh 
Pertamina dengan alasan beban kerugian Pertamina akan 
bertambah besar apabila kenaikan harga tidak dilakukan, dan 




secara keseluruhan. Konsumen elpiji yang merasa dirugikan 
telah mengadukan kenaikan harga elpiji tersebut kepada 
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang 
kemudian melakukan mediasi dengan Pertamina. Namun 
Pertamina tetap pada keputusan untuk menaikkan harga elpiji. 
Oleh karena itu pada tanggal 15 Desember 2000 konsumen 
memberi kuasa kepada Komite Advokasi Pemakai Anti 
Kenaikan LPG (Kapak LPG) yang terdiri atas YLKI, LBH 
Jakarta, PBHI, dan ICEL, untuk menggugat Pertamina secara 
class action melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dasar 
hukum gugatan adalah Pasal 1365 KUH Perdata tentang 
perbuatan melawan hukum, UUPK; dan Undang-Undang No.14 
Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. 
Gugatan Kapak LPG menyatakan bahwa para penggugat dapat 
diterima, sekaligus bertindak dan berkedudukan mewakili 
kepentingan konsumen elpiji; menyatakan bahwa tergugat telah 
melakukan perbuatan melawan hukum; menghukum Pertamina 
untuk membayar ganti rugi secara material maupun imaterial; 
memerintahkan pembentukan komisi pembayaran ganti rugi. 
Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang 
mengabulkan gugatan Kapak LPG, Pertamina mengajukan 
upaya banding ke Pengadilan Tinggi yang kemudian 




Kelanjutan proses peradilan belum diketahui ketika penelitian 
ini dilakukan. 
- B. YLKI VS Ajinomoto(2000), dikenal sebagai Kasus 
Ajinomoto. 
- Kasus ini diawali dengan pengumuman fatwa Majelis Ulama 
Indonesia yang menyatakan bahwa produk penyedap makanan 
Ajinomoto, setidak-tidaknya yang diproduksi pada periode 
bulan September 2000 sampai dengan November 2000, diduga 
menggunakan media pembiakan yang mengandung enzim babi, 
sehingga harus dinyatakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia. 
Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) telah 
melaporkan kasus tersebut secara pidana kepada Polda Metro 
Jaya. Dasar hukum laporan YLKI adalah bahwa PT. Ajinomoto 
diduga telah melanggar Pasal 8 UUPK tentang pelabelan; Pasal 
62 Ayat 1 UUPK yang menyatakan bahwa pelanggaran Pasal 8 
UUPK yang menyatakan bahwa pelanggaran Pasal 8 UUPK 
diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau 
pidana denda paling banyak Rp. 2 milyar. Pada tanggal 25 Juni 
2001 Markas Besar Kepolisian RI telah mengeluarkan Surat 
Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) dengan alasan: 
- Tidak cukup bukti untuk memproses lebih lanjut; 




- Apabila dikemudian hari ditemukan bukti-bukti baru yang 
mendukung terjadinya tindak pidana perkara tersebut akan 
dibuka kembali 
- C. Anny R.Gultom VS PT. Securindo (2001), dikenal sebagai 
Kasus Parkir; 
- Hontas bersama teman wanitanya bersama Beatrik Deliana 
Siahaan mengendarai mobil merk Kijang Super atas nama Anny 
R.Gultom, ibu dari Hontas, dengan tujuan berbelanja di Plaza 
Cempaka Mas, setelah memperoleh karcis parkir yang dicetak 
dngan komputer, Hontas memarkir mobilnya di area parkir 
basement D9 – D10 yang dikelola oleh PT.Securindo, dan 
meninggalkan mobilnya dalam keadaan terkunci. Namun ketika 
selesai berbelanja dan hendak mengambil mobilnya, ternyata 
mobilnya telah hilang, padahal karcis parkir masih berada di 
tangannya. Berhubung tidak puas terhadap tanggapan 
PT.Securindo, Anny R.Gultom menggugat ganti rugi 
PT.Securindo melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang 
kemudian memutuskan bahwa PT.Securindo harus membayar 
ganti rugi material sebesar Rp. 60 juta dan ganti imaterial 
sebesar Rp. 15 juta. Pertimbangan majelis hakim adalah : 
- Klausula dalam karcis parkir yang menyatakan bahwa pengelola 
parkir tidak bertanggungjawab terhadap kerusakan dan 




merupakan perjanjian yang kesepakatannya timbul dari ketidak 
bebasan pihak yang menerima klausula tersebut. 
Ketidakbebasan tersebut terjadi karena konsumen bermobil yang 
akan berbelanja di Plaza Cempaka Mas, tidak mempunyai 
pilihan lain selain memarkir mobilnya di area parkir yang 
dikelola oleh PT.Securindo; 
- Ketentuan di dalam Peraturan Daerah No 9 Tahun 1999 tentang 
Perparkiran yang mengatakan bahwa kehilangan kendaraan atau 
barang yang berada di dalam kendaraan, atau kerusakan 
kendaraan selama berada di area parkir,merupakan tanggung 
jawab pemakai tempat parkir, sama sekali tidak mengurangi hak 
pemakai tempat parkir untuk menggugat pengelola parkir secara 
perdata. 
 
C. Tinjauan Umum Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang 
Perlindungan Konsumen. 
Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui BPSK. Apabila konsumen 
merasa dirugikan atas kerusakan, pencemaran dan/ataukerugian akibat 
mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan 
oleh pelaku usaha, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 UUPK< konsumen 
dapat menuntut ganti rugi. Atas tuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh 
konsumen, pelaku usaha dapat memenuhinya dalam tenggang waktu 7 hari 




tidak memberi tanggapan dan/atau tidak membayar ganti rugi seperti yang 
dituntut oleh konsumen, maka terjadilah sengketa konsumen, dan karenanya 
konsumen dapat mengajukan penyelesaian sengketanya terhadap pelaku 
usaha melalui Pengadilan Negeri atau BPSK berdasarkan kesepakatan antara 
pelaku usaha dan konsumen. Pengajuan permohonan sengketa oleh konsumen 
dapat dilakukan secara tertulis atau lisan yang disampaikan melalui 
Sekretariat BPSK. Permohonan penyelesaian sengketa konsumen yang 
diajukan secara tertulis, disampaikan langsung pada Sekretariat BPSK dan 
untuk itu akan diberikan bukti tanda terima oleh Sekretariat BPSK. 
Sebaliknya apabila permohonanpenyelesaian sengketa konsumen diajukan 
secara lisan, harus disampaikan pada Sekretariat yang kemudian akan dicatat 
dalam suatu format yang disediakan untuk itu dan dibubuhi tanda tangan atau 
cap jempol oleh konsumen, ahli waris atau kuasanya dan kepada pemohon 
akan diberikan bukti tanda terima. Sekretariat yang menerima berkas 
permohonan tersebut akan membubuhi tanggal dan nomor registrasi. Untuk 
mempermudah penyusunan gugatan yang dilakukan oleh konsumen, 
sebaiknya dapat disediakan formulir tertentu sehingga konsumen yang akan 
mengajukan gugatan secara tertulis, cukup dengan mengisi formulir yang 
sudah disiapkan tersebut. Pada prinsipnya pengajuan permohonan 
penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK harus diajukan sendiri oleh 
konsumen yang merasa dirugikan kecuali dalam hal-hal tertentu dapat 




a. Konsumen meninggal dunia, maka permohonan penyelesaian sengketa 
konsumen diajukan oleh ahli warisnya; 
b. Apabila konsumen yang dirugikan sakit atau berusia lanjut sehingga 
tidak dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa konsumen 
sendiri baik secara tertulis maupun lisan atau dalam hal konsumen adalah 
anak dibawah umur atau orang asing, maka gugatan dapat dikuasakan 
pada kuasanya. 
Untuk konsumen yang tidak dapat mengajukan permohonan penyelesaian 
sengketanya sendiri karena sakit atau berusia lanjut harus dibuktikan dengan 
surat keterangan dokter atau bukti Kart.u Tanda Penduduk. 
Tata cara penyelesaian sengketa konsumen melaui BPSK. 
1. Menurut Pasal 16 Kep Memperindag No. 350/MPP/Kep/12/2001, 
Konsumen yang dirugikan atau ahli warisnya atau kuasanya mengajukan 
permohonan melalui Sekretariat BPSK yang berisi secara benar dan 
lengkap tentang : 
a. Nama dan alamat lengkap konsumen, ahli waris atau kuasanya 
disertai bukti diri; 
b. Nama dan alamat lengkap pelaku usaha; 
c. Barang atau jasa yang diadukan; 
d. Bukti perolehan (bon,faktur,kwitansi dan dokumen bukti lain); 
e. Keterangan tempat, waktu dan tanggal diperoleh barang atau jasa 
tersebut; 




g. Foto-foto barang dan kegiatan pelaksanaan jasa, bila ada 
Terhadap permohonan penyelesaian sengketa konsumen ini. 
Sekretariat BPSK akan memberikan bukti tanda terima permohonan 
Masalahnya apakah yang disyaratkan oleh Pasal 16 tersebut diatas harus 
dipenuhi seluruhnya atau hanya bersifat optional ? Apabila syarat 
tersebut di atas harus dipenuhi seluruhnya, maka apabila ada salah satu 
syarat tidak dipenuhi, tidak mungkin dapat diajukan penyelesaian 
sengketa konsumen melalui BPSK dan seandainya sengketa tetap 
diajukan maka sengketanya akan ditolak oleh Ketua BPSK. Tetapi 
apabila syarat tersebut bersifat optional, khususnya ketentuan d,e,f,g 
maka dengan salah satu bukti saja, sengketa konsumen dapat diajukan 
melalui BPSK. Hal ini tentu saja sangat memudahkan konsumen yang 
akan mengajukan permohonan penyelsaian sengketanya melalui BPSK. 
Terlebih apabila penyelesaian sengketa akan dilakukan dengan cara 
konsiliasi atau mediasi, maka bisa terjadi bahwa alat bukti yang 
disyaratkan tidak diperlukan karena penyelesaian sengketa dengan cara 
konsiliasi atau mediasi sepenuhnya diserahkan pada hasil kesepakatan 
kedua belah pihak yang bersengketa. 
2. Ketua BPSK akan memeriksa kelengkapan permohonan penyelesaian 
sengketa konsumen dan permohonan tersebut akan ditolak apabila : 





- Permohonan bukan merupakan wewenang BPSK, misalnya sengketa 
antara pelaku usaha dengan konsumen antara, bukan merupakan 
kewenangan BPSK. Dalam beberapa hari ketua BPSK akan 
memberikan keputusan tentang penerimaan atau penolakan 
permohonan melalui Sekretariat BPSK. 
3. Apabila permohonan telah lengkap maka Ketua BPSK akan memanggil 
pelaku  usaha secara tertulis dan disertai dengan copy permohonan 
penyelesaian sengketa konsumen, selambat-lambatnya dalam waktu tiga 
hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar seperti 
dimaksud dalam Pasal 16. 
Apabila demikian proses yang ditentukan, maka konsekuensinya 
adalah, Ketua BPSK harus dapat memberikan keputusan tentang 
penerimaan atau penolakan permohonan penyelesaian sengketa 
konsumen yang diajukan melalui sekretariat BPSK dalam waktu paling 
lama tiga hari kerja sehingga bagi permohonan penyelesaian sengketa 
konsumen yang diterima dapat dijadikan dasar untuk melakukan 
pemanggilan terhadap pelaku usaha sesuai dengan ketentuan diatas yaitu 
selambat-lambatnya dalam waktu tiga hari kerja sejak permohonan 
penyelesaian sengketa konsumen dierima secara  lengkap seperti 
dimaksud dalam Pasal 16, artinya sudah ada keputusan dari Ketua BPSK 






Bardasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 2 Kep. Memperindag No. 
350/MPP/Kep/12/2001. Surat panggilan harus mencantumkan secara 
jelas tentang hari, tanggal, jam dan tempat  persidangan serta kewajiban 
pelaku usaha untuk memberikan surat jawaban terhadap penyelesaian 
sengketa konsumen dan disampaikan pada hari persidangan pertama. 
Persidangan dengan cara Konsiliasi. Konsiliasi merupakan suatu 
proses penyelesaian sengketa diantara para pihak dengan melibatkan 
pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak memihak . Tugas konsiliator 
hanya sebagai pihak fasilitator untuk melakukan komunikasi di antara 
para pihak sehingga dapat dicapai solusi oleh para pihak sendiri. Dengan 
demikian pihak fasilitator hanya melakukan tindakan-tindakan seperti 
mengatur waktu, tempat pertemuan para pihak, mengarahkan subyek 
pembicaraan,membawa pesan dari pihak yang satu kepada pihak yang 
lain. Dalam konsiliasi, persetujuan terhadap keputusan perkara 
sepenuhnya berada ditangan para pihak yang bersengketa. Dengan kata 
lain, konsiliasi dapat dikatakan lebih mengarah pada perdamaian yang 
dibuat oleh para pihak, BPSK dalam hal ini hanya sebagai fasilitator saja. 
Pasal 28 Kep. Menperindag No.350 telah mengatur tata cara persidangan 
melalui konsiliasi sebagai berikut: 
1. Majelis mempunyai tugas: 
a. Memanggil konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa; 




c. Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang 
bersengketa; 
d. Menjawab pertanyaan konsumen dan pelaku usaha, perihal 
peraturan perundang-undangan perlindungan konsumen. 
2. Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi 
adalah: 
a. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa 
kepada konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik 
mengenai bentuk maupun jumlah ganti rugi; 
b. Majelis bertindak pasif sebagai konsiliattor; 
c. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku 
usaha dan mengeluarkan keputusan. 
 
Persidangan dengan cara Mediasi. 
Dalam penyelesaian sengketa konsumen secara mediasi melalui BPSK, 
maka BPSK bertindak sebagai pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak 
memihak . Sebagai pihak ketiga yang netral, independent dan ditunjuk oleh 
para pihak, mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya 
berdasarkan kehendak para pihak. Sebagai pihak diluar perkara yang tidak 
memiliki kewenangan memaksa, mediator berkewajiban untuk 
mempertemukan para pihak yang bersengketa guna mencari masukan 
mengenai pokok persoalan yang bersangkutan oleh para pihak. Beradasarkan 




perkaranya, kekurangan dan kelebihan dari masing-masing pihak yang 
bersengketa dan selanjutnya mencoba menyusun proposal penyelesaian, yang 
kemudian dikomunikasikan kepada para pihak yang bersengketa secara 
langsung. Mediator harus mampu menciptakan suasana yang kondusif bagi 
terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk 
memperoleh hasil yang saling menguntungkan. Setelah tercapai kesepakatan 
dari para pihak atas proposal yang diajukan untuk penyelesaian masalah yang 
dipersengketakan, mediator kemudian menyusun kesepakatan itu secara 
tertulis untuk ditandatangani oleh para pihak. 
Majelis dalam menyelesaikan sengketa konsumen dengan cara Mediasi, 
mempunyai tugas : 
a. Memanggil konsumendan pelaku usaha yang bersengketa; 
b. Memanggil saksi dan saksi ahli bila diperlukan; 
c. Menyediakan forum bagi konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa; 
d. Secara aktif mendamaikan konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa; 
e. Secara aktif memberikan saran dan anjuran penyelesaian sengketa 
konsumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang 
perlindungan konsumen. 
Tata cara penyelesaian sengketa konsumen dengan cara Mediasi adalah: 
a. Majelis menyerahkan sepenuhnya proses penyelesaian sengketa 
konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan, baik mengenai bentuk 




b. Majelis bertindak aktif sebagai Mediator dengan memberikan nasehat, 
petunjuk, saran dan upaya-upaya lain dalam menyelesaikan sengketa; 
c. Majelis menerima hasil musyawarah konsumen dan pelaku usaha dan 
mengeluarkan keputusan. 
Untuk menjelaskan perbedaan antara penyelesaian sengketa secara 
konsiliasi atau mediasi,dibawah ini akan diuraikan secara teoritis kedua 
pengertian tersebut. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, konsiliasi diartikan 
sebagai usaha mempertemukan keinginan pihak yang bersengkta untuk 
mencapai persetujuandan penyelesaian persengketaan. Konsiliasi dapat juga 
diartikan sebagai upaya membawa para pihak yang bersengketa untuk 
menyelesaikan sengketa mereka secara negoisasi. 
Dalam sengketa-sengketa internasional, cara penyelesaiansengketa 
dengan konsiliasi sudah lazim digunakan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 
Peraturan Prosedur Konsiliasi, yang dimaksud dengan konsiliasi adalah: 
“Suatu cara untuk menyelesaikan sengketa internasional mengenai keadaan 
apapun dimana suatu komisi yang dibentuk oleh para pihak baik yang bersifat 
tetap atau ad hoc untuk menangani suatu sengketa, berada pada posisi tidak 
memihak dan berusaha untuk menentukan batas penyelesaian yang dapat 
diterima oleh para pihak atau memberi pandangan pada para pihak untuk 
menyelesaikan sengketa mereka, misalnya bantuan yang diminta oleh 
mereka” 
Tugas komisi konsiliasi adalah untuk menjelaskan masalah dalam 




berguna melalui penyelidikan atau dengan cara lain,, dan berusaha untuk 
membawa para pihak mencapai persetujuan. Setelah komisi mempelajari 
kasus mereka, komisi menetapkan batas waktu kapan mereka harus membuat 
keputusan. Ada pendapat yang menyatakan bahwa konsiliasi harus dipandang 
sebagai negoisasi  yang diinstitusionalisasi. Tugas komisi adalah mendukung 
dialog para pihak, sambil memberi bantuan pada mereka yang mungkin 
berguna untuk mencapai kesepakatan para pihak. Komisi harus bertindak 
aktif untuk mengusahakan agar para pihak berkumpul bersama. Syarat 
terpenting agar para pihak dapat menyelesaikan sengketa dengan cara 
konsiliasi adalah kemauan baik dan kesanggupan untuk kompromi karena 
cara konsiliasi diatur melalui dialog dengan dan antara para pihak. 
 
Mediasi  
Mediasi/Mediation adalah 39 
A method of non binding dispute resolution involving a neutral third party 
who tries to help the disputing parties reach a mutually agreeable solution. 
(Metode penyelesaian sengketa yang tidak mengikat, melibatkan pihak ketiga 
yang berusaha membantu para pihak yang bersengketa mencapai 
penyelesaian yang disetujui para pihak). 
Menurut Mark E. Roszkowski.40 
Mediation is a relatively informal process in which a neutral third party, the 
mediator, helps to resolve a dispute. A mediator generally has no power to 
                                                          
39 Note I Supra, hlm.996  




impose a resolution. In many respect, therefore, mediator can be considered 
as structured negotiation in which the mediator facilitates the process. 
(Mediasi adalah proses informal yang relatif dimana pihak ketiga yang 
bersifat netral sebagai mediator; membantu menyelesaikan sengketa. 
Mediator pada umumnya tidak mempunyai kekuatan untuk memutus perkara. 
Oleh karena itu mediator dapat dipertimbangkan sebagai kerangka negosiasi, 
dimana mediator memberikan fasilitas -fasilitas dalam proses tersebut). 
Ciri-ciri mediasi: 
1. Proses penyelesaian sengketa berdasarkan perundingan; 
2. Pihak ketiga yang netral sebagai mediator terlibat dan diterima para 
pihak yang bersengketa dalam perundingan itu; 
3. Mediator bertugas membantu para pihak yang bersengketa untuk mencari 
penyelesaian terhadap masalah atau sengketa; 
4. Mediator tidak mempunyai kewenangan membuat keputusan selama 
proses perundingan berlangsung; 
5. Tujuan mediasi adalah mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh 
para pihak untuk mengakhiri sengketa. 
 
Peran dan fungsi mediator 
Menurut Kovach, peran mediator adalah : 
1. Mengarahkan komunikasi diantara para pihak; 
2. Memfasilitasi proses perundingan; 




4. Membantu para pihak untuk mempelajari dan memahami pokok masalah; 
5. Mengajukan usul atau gagasan tentang proses penyelesaian sengketa; 
6. Mengendalikan jalannya proses perundingan 
 
Fungsi Mediator 
1. Sebagai pendidik, dengan berusaha memahami kehendak, aspirasi, 
prosedur kerja, kendala yang timbul dari usaha para pihak; 
2. Sebagai penerjemah, dengan berusaha menyampaikan dan memutuskan 
usulan pihak yang satu terhadap pihak yang lain dengan cara yang dapat 
diterima oleh pihak lain tersebut tanpa mengurangi maksud yang hendak 
dicapai oleh pengusul; 
3. Sebagai nara sumber, dengan mendayagunakan sumber-sumber informasi 
yang tersedia, misalnya informasi tentang jadwal perundingan atau 
pertemuan dengan pihak terkait yang memiliki informasi. 
 
Persiapan bagi mediator. 
Kedudukan mediator sangat penting karena merupakan kunci bagi 
keberhaslan atau gagalnya para pihak yang bersengketa untuk mencapai 
kesepakatan. Karena itu mediator harus mempersiapkan diri agar proses 
perundingan menjadi lancar. Beberapa hal penting yang harus dilakukan oleh 
mediator pada tahap persiapan. 
1. Mediator harus mempersiapkan diri dan memahami posisinya untuk 




a. meningkatkan kepercayaan diri karena mediator sebagai salah satu 
penentu dalam penyelesaian masalah; 
b. mempersiapkan diri karena mediator harus dapat mengarahkan 
jalannya proses mediasi; 
2. Mediator harus mengidentifikasi hal-hal yang berkaitan dengan proses 
mediasi yaitu: 
a. identifikasi para pihak yang terlibat dalam sengketa, termasuk 
mengetahui latar belakang kultural, kewenangan untuk memutus 
sengketa yang akan dinegosiasikan; 
b. identifikasi pihak-pihak yang perlu dilibatkan untuk penyelesaian 
masalah, misalnya perlu tidaknya melibatkan saksi dalam proses 
negosiasi. 
c. Identifikasi tentang masalah yang menjadi sengketa. 
d. Identifikasi tentang agenda pertemuan yang pertama. 
3. Mediator harus mempersiapkan sarana-sarana yang mendukung proses 
perundingan, misalnya: 
a. memilih tempat pelaksanaan mediasi yang menyenangkan; 
b. mengatur tata susunan fisik tempat mediasi 
4. Mediator harus mempersiapkan fakta-fakta, dokumen-dokumen, 
peraturan-peraturan yang berhubungan dengan pokok masalah. Untuk 
keperluan ini mediator dapat meminta para pihak yang bersengketa untuk 
mempersiapkannya, kecuali telah ada kesepakatan bahwa mediator yang 




Tahapan Proses Mediasi 
1. Pengantar atau pembukaan dari Mediator.  
Mediator bertugas untuk menciptakan perasaan nyaman dan 
percaya bagi para pihak, sehingga mereka siap untuk berunding karena 
itu mediator perlu melakukan hal-hal sebagai berikut :  
a. Mediator memberi sambutan selamat datang , kata-kata pendahuluan 
dan mengatur nada pembicaraan; 
b. Menjelaskan tentang fungsi mediator yaitu menjadi fasilitator dan 
membantu para pihak untuk melakukan negoisasi dengan tidak 
memihak; 
c. Menjelaskan proses negoisasi yang akan ditempuh; 
d. Membahas target waktu dan biaya yang ditanggung para pihak; 
e. Memberi penjelasan tentang kewajiban untuk menjaga kerahasiaan 
informasi. 
2. Pernyataan Pembukaan oleh Para Pihak. 
Dalam sesi pembukaan, para pihak sebaiknya membuka diri dan 
mengondisikan agar proses negoisasi dapat berjalan. Beberapa hal 
dilakukan pada tahap ini: 
a. Para pihak menelusuri asal muasal munculnya masalah dan 
menjelaskan sikap mereka yang menginginkan terjadinya perubahan; 





c. Para pihak mngidentifikasikan kepentingan mereka terhadap 
masalah yang dipersengketakan; 
d. Para pihak tidak memandang ringan permasalahan, bersikap rileks 
dan tenang; 
e. Para pihak mengondisikan agar mereka dapat mencapai kesepakatan. 
3. Menyusun Program Penyelesaian Sengketa 
Para pihak dan mediator harus membentuk sikap dasar yang sama 
bahwa proses negoisasi itu merupakan milik mereka semua, sehingga 
berhasil tidaknya proses negoisasi menjadi kepentingan mereka semua. 
Untuk itu ada beberapa hal yang harus dilakukan: 
a. Para pihak bersama dengan mediator merancang strategi umum 
untuk melakukan negoisasi. Misalnya dengan menyampaikan 
keinginan bahwa tujuan mereka berunding adalah untuk mencapai 
win-win solution, sehingga para pihak akan bersikap lebih 
akomodatif terhadap pihak lain. 
b. Para pihak bersama dengan mediator menyusun agenda negoisasi, 
baik menyangkut pokok masalah maupun target dan tahap-tahap 
negoisasi; 
4. Identifikasi masalah dan kaukus serta penentuan penyelesaian masalah. 
a. Mediator berkewajiban untuk mengidentifikasi pokok masalah yng 
penting dalam proses mediasi, sehingga dapat ditentukan 




b. Mengetahui “range of concession” yang mungkin bagi para pihak 
untuk mencapai kesepakatan ( dengan menemukan dari masing-
masing pihak); 
c. Melakukan pendekatan-pendekatan pada masing-masing pihak 
(secara kaukus); 
d. Selama proses negoisasi, mediator harus selalu menggambarkan 
kembali masalahnya untuk kepentingan para pihak; 
e. Mediator mengevaluasi alternatif-alternatif penyelesaian sengketa 
yang dapat dijadikan dasar kesepakatan bagi para pihak; 
5. Melakukan tawar menawar 
Tawar menawar dilakukan untuk mengurangi jumlah perbedaan 
dari para pihak dan untuk meningkatkan kemungkinan dicapainya 
kesepakatan. Gulliver41mengidentifikasikan 4 situasi yang menunjukan 
bahwa negoisasi telah berada dalam tahap tawar-menawar final : 
1. Range tawar menawarnya telah sangat sempit,sehingga penambahan 
keuntungan yang dapat dicapai melalui tawar menawar menjadi 
sangat kecil dari kesepakatan yang telah dapat dicapai. Dalam hal 
ini, yang masih harus dilakukan tinggal memperjelas hal-hal detil 
dan kesepakatan-kesepakatan bersama untuk mencapai puncak 
penyelesaian (Culminating outcome); 
                                                          
41 W.Cristopher Moore The Mediation Proces : Practical Strategies for Rsolving Conflice, 




2. Range tawar menawarnya telah dipersempit, atau formula tawar 
menawarnya pada dasarnya telah menciptakan banyak kesepakatan, 
tetapi detil dari aturan-aturan yang disepakati masih harus disusun. 
3. Meskipun sesuatu yang terlihat seprti range tawar menawar yang 
layak (feasable) telah ditemukan, tetapi penemuan ini bersifat kasar 
dan tidak jelas batasnya, sehingga perbedaan akan tetap terjadi 
diantara para pihak. 
4. Tidak ada range tawar menawar yang layak (feasable) yang telah 
ditemukan dan hal itu mungkin sama sekali tidak ada. Dalam hal ini, 
meskipun para pihak dengan sengaja dan berhati-hati bekerja 
terhadap persetujuan dan membuat proposal penyelesaian, pilihan 
dan harapan mereka secara keseluruhan masih belum jelas. 
Dalam situasi ini, mediator seharusnya melakukan modifikasi 
terakhir terhadap alternatif-alternatif atau pilihan-pilihan . Bila para pihak 
memang menghendaki agar kesepakatan tercapai, mereka juga dapat 
melakukan kompromi-kompromi (sepanjang tidak menimbulkan 
kerugian yang terlalu besar/ lebih rendah dari bottom line) 
Setiap kesepakatan yang telah dicapai, sebaiknya diuji berdasarkan 
patokan -patokan agar kesepakatan yang telah dicapai tidak 
menimbulkan konflik baru di massa mendatang. Apabila kesepakatan 
yang telah berhasil dicapai masih masuk katagori kesepakatan yang 
lemah, sebaiknya kesepakatan tersebut dipertegas agar menjadi 




Setelah para pihak yakin bahwa kesepakatan terakhir tersebut telah sesuai 
dengan tujuan para pihak, maka mereka dapat mengakhiri tawar 
menawar dan menidentifikasi substansi kesepakatan mereka 
6. Implementasi kesepakatan dan rencana pengawasan pelaksanaan 
kesepakatan. 
Ciri kesepakatan yang kuat adalah apabila isi kesepakatan bersifat 
self executing. Mediator mempunyai peran penting untuk membimbing 
para pihak dalam mendesain pelaksanaan kesepakatan. Beberapa hal 
yang dapat dipertimbangkan oleh mediator dan para pihak sebagai faktor 
penting untuk melaksanakan isi kesepakatan dengan sukses yaitu: 
a. Mencapai kesepakatan tentang kriteria yang dipergunakan untuk 
mengukur keberhasilan kepatuhan; 
b. Mengidentifikasi orang yang memiliki wewenang untuk 
mempengaruhiperubahan-perubahan yang diperlukan. 
c. Jika perlu menyusun struktur kelembagaan untuk melaksanakan 
kesepakatan; 
d. Prosedur untuk mengatur masalah-masalah yang tidak diharapkan, 
atau pelanggaran terhadap penyelesaian yang mungkin terjadi selama 
pelaksanaan isi kesepakatan; 
e. Metode untuk kepatuhan memonitor kepatuhan; 





a. Pihak yang dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 
kesepakatan adalah ; para pihak sendiri, Komite gabungan yang 
beranggotakan perwakilan dari para pihak, Pihak ketiga (bukan 
mediator) , misalnya pihak ketiga yang disegani oleh para pihak, 
atau oleh komite pengawas independent untuk penyelesaian yang 
pelaksanaannya rumit, misalnya karena jumlah pihaknya banyak, 
tekanan psikologis para pihak, panjangnya jangka waktu 
pelaksanaan; 
b. Penentuan prosedur untuk menyampaikan keluhan, sehingga apabila 
salah satu pihak tidak mentaati isi kesepakatan, dapat disampaikan 
dengan cara prosedur yang telah ditentukan. 
c. Penentuan standar untuk mengukur tingkat kebutuhan, tata cara 
pengawasan 
d. Penentuan kriteria untuk melaksanakan hasil kesepakatan; semakin 
tegas pengaturannya, baik secara substansi maupun prosedural, maka 
semakin besar kemungkinan dapat dihindari misinterpretation atau 
perselisihan baru. 
e. Pelaksanaan kesepakatan sebaiknya, cost efficient, cukup sederhana 
dan mudah untuk dipahami. 
7. Merumuskan Perseetujuan Tertulis. 
Para pihak, dengan dipandu oleh mediator akan menyusun hasil 
kesepakatan yang telah dicapai. Beberapa hal yang harus dipersiapkan : 




terhadap hasil kesepakatan dan menguji apakah pokok-pokok 
kesepakatan telah dipahami secara seragam oleh para pihak. Apabila 
masih ada pemahaman yang berbeda, harus dilakukan modifikasi 
terhadap hasil kesepakatan tersebut dengan memperhatikan komitmen 
yang disetujui para pihak pada saat negoisasi dilakukan. Para pihak 
membuat outline agar pokok-pokok yang dirumuskan dapat dirumuskan 
secara sistematis, isi kesepakatan dirumuskan dalam perjanjian tertulis. 
8. Penutupan. Setelah para pihak berhasil merumuskan isi kesepakatan 
secara tertulis, maka proses negoisasi telah selesai. Beberapa hal yang 
dapat dilakukan oleh mediator bersama dengan para pihak: 
a. Para pihk menanda tangani perjanjian sebagai hasil negoisasi; 
b. Pernyataan dari para pihak dihadapan mediator untuk melaksanakan 
hasil  negoisasi; 
c. Simbol persahabatan sebagai penutup, misalnya dengan berjabat 
tangan. Mediator juga akan menutup proses mediasi dengan 
memberikan kata-kata penutup yang bersifat psikologis,misalnya 
dengan memberi selamat kepada para pihak yang telah berhasil 
menyelesaikan sengketa, memberi dorongan kepada para pihak 
untuk melaksanakan hasil kesepakatan, yang bersifat prosedural, 
misalnya dengan menjelaskan bahwa keseluruhan tahap negoisasi 





Persidangan dengan cara Arbitrase 
Dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 36 Kep.Menperindag 
No.350diatur tentang Persidangan dengan cara Arbitrase yang secara garis 
besar adalah sebagai berikut: 
1. Para pihak yang bersengketa memilih arbiter dari anggota BPSK yang 
berasal dari unsur pelaku usaha dan konsumen sebagai anggota majelis 
dan arbiter yang dipilih oleh para pihak akan memilih arbiter ke tiga dari 
anggota BPSK yang berasal dari unsur pemerintah dan bertindak sebagai 
ketua majelis. 
2. Pada persidangan pertama ketua majelis wajib mendamaikan para pihak 
yang bersengketa. Apabila perdamaian berhasil, maka Ketua Majelis 
wajib membuat penetapan perdamaian; sebaliknya apabila upaya 
perdamaian tidak berhasil, maka persidangan dimulai dengan 
membacakan isi gugatan konsumen dan surat jawaban dari pelaku usaha 
memberikan jawabannya, konsumen dapat mencabut gugatannya dengan 
membuat surat pernyataan dan Majelis wajib mengumumkan dalam 
persidangan pertama bahwa gugatan dicabut. 
3. Apabila konsumen dan pelaku usaha tidak hadir pada persidangan 
pertama yang sudah ditentukan, Majelis memberikan kesempatan terakhir 
kepada konsumen dan pelaku usaha untuk hadir pada persidangan kedua 
dengan membawa alat bukti yang diperlukan. 
4. Persidangan kedua akan diselenggarakan selambat-lambatnya dalam 




diberitahukan dengan surat panggilan kepada konsumen dan pelaku 
usahaoleh Sekretariat BPSK. 
5. Apabila pada persidangan kedua konsumen tidak hadir, maka gugatannya 
dinyatakan gugur demi hukum, sebaliknya jika pelaku usaha yang tidak 




1. Hasil peneyelasaian sengketa konsumen dengan cara konsiliasi atau 
mediasi dibuat dalam perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh 
konsumen dan pelaku usaha yang bersangkutan kemudian dikuatkan 
dengan keputusan majelis yang ditandatangani oleh ketua dan anggota 
majelis. Putusan majelis yang didasarkan pada penyelesaian sengketa 
dengan cara konsiliasi atau mediasi tidak memuat sanksi administratif. 
2. Hasil penyelesaian sengketa konsumen dengan cara arbitrase dituangkan 
dalam bentuk putusan majelis yang ditandatangani oleh ketua dan 
anggota majelis. 
Putusan majelis yang didasarkan pada penyelesaian sengketa dengan cara 
arbitrase dapat memuat sanksi administratif. 
3. Putusan BPSK merupakan putusan yang final dan mengikat dan 
dimintakan penetapan eksekusi oleh BPSK kepada Pengadilan Negeri di 





Pemberitahuan dan Pelaksanaan Putusan 
1. Ketua BPSK memberitahukan putusan Majelis secara tertulis kepada 
konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa selambat-lambatnya dalam 
tujuh hari kerja sejak putusan dibacakan; 
2. Dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak putusan BPSK diberitahukan, 
konsumen dan pelaku usaha yang bersengketa wajib menyatakan 
menerima atau menolak putusan BPSK; 
3. Konsumen atau pelaku usaha yang menolak putusan BPSK, dapat 
mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 
dalam waktu 14 hari kerja terhitung sejak keputusan BPSK 
diberitahukan; 
4. Pelaku usaha yang menyatakan menerima putusan BPSK, wajib 
melaksanakan putusan tersebut selambat-lambatnya dalam waktu 7 hari  
kerja terhitung sejak menyatakan menerima putusan BPSK; 
5. Pelaku usaha yang menolak putusan BPSK tetapi tidak mengajukan 
keberatan dalam waktu yang ditentukan maka setelah lewat batas waktu 
pelaksanaan putusan, dianggap menerima putusan dan wajib 
melaksanakan putusan tersebut selambat-lambatnya 5 hari kerja setelah  
batas waktu mengajukan keberatan dilampaui; 
6. Apabila pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya untuk 
melaksanakan isi putusan, maka BPSK menyerahkan putusan tersebut 
kepada penyidik untuk melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan 





HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Efektivitas Penerapan Sanksi Hukum bagi Pelaku Usaha yang 
melakukan Pelanggaran menurut Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen No.8 Tahun 1999 Sengketa Konsumen di BPSK Kabupaten 
Pemalang 
Dalam penyajian analisis akan menampilkan Efektivitas Kinerja Badan 
Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Pemalang 
Menurut James L.Gibson dkk, efektivitas adalah pencapaian sasaran 
dari upaya. Bersama42 Menurut Hidayat, efektifitas adalah suatu ukuran yang 
menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) telah 
tercapai. Semakin besar presentasi yang dicapai, maka semakin tinggi 
efektvisnya.43  
Tingkat efektivitas digolongkan kedalam beberapa kategori yaitu: 
a. hasil perbandingan tingkat pencapaian 100 % 
b. hasil perbndingan tingkat pencapaian 91 % sampai 99 % berarti efektif 
c. hasil perbandingan tingkat pencapaian 90 % atau kebawah berarti tidak 
efektif 44 
                                                          
42 Pasalong Harbani,Teori Administrasi Publik (Bandung: Alfbeta,2013). 
43 Kiwang Syarifudin Amir, W.Pandie David B. And Gana Frans Analisis Kebijakan  dan 
Efektivitas organisasi JKAP (Jurnal Kebijakan Dan Administrasi Publik 19,no.1 (2015) 71. 
44 Pangkey Imanuel and Pinatik Sherly “Analisis Efektifitas Dan Efisiensi Anggaran 




Efektivitas adalah suatu kondisi yang menunjukkan tingkat 
keberhasilan atau pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, 
kuantitas, dan waktu, sesuai dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. 
Beberapa juga menjelaskan arti efektivitas adalah tingkat keberhasilan 
yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai 
dengan tujuan yang ingin dicapai. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia 
(KBBI). Efektivitas adalah kegunaan, aktivitas, dan kesesuaian dalam suatu 
kegiatan antara seseorang yang melakukan tugas dan tujuan yang ingin 
dicapai.  
Formula/Rumus Efektifitas  
Efektivitas = (output Aktuat/Output Target  > 1 
- Apabila hasil perbandingan antara output aktual dengan target output < 1, 
maka efektivitas tidak tercapai. 
- Apabila hasil perbandingan antara output aktual dengan target output > 1, 
maka efetktivitas tercapai. 
 
Berikut ini sengketa Tahun 2015-Tahun 2019 di BPSK Kabupaten Pemalang 
Sengketa Tahun 2015 
Dari data tersebut diketahui efektivitas Badan Penyelesaian Sengketa 














Mediasi 14 14 - 100 
Konsiliasi - - - - 
Arbitrase - - - - 
Konsultasi  - - - - 
Total 14 14 - 100 
Dari data BPSK Kabupaten Pemalang tahun 2015 tersebut diketahui yang 
berkaitan dengan industri keuangan yaitu leasing motor sebanyak 7 kasus, 
mobil 4 kasus, makanan 2 kasus dan kredit perbankan 1 kasus yang semuanya 
bisa diselesaikan di BPSK Kabupaten Pemalang, Efektifitas BPSK 
Kabupaten Pemalang tahun 2015 sangat efektif, karena mencapai 100 % 
 
TABEL II 







Mediasi 6 6 - 86 
Konsiliasi - - - - 
Arbitrase 1 - 1 14 
Konsultasi  - - - - 
Total 7 6 1 100 
Pada tahun 2016 sengketa leasing mobil 4 kasus leasing motor 2 kasus , 
1(satu) mengajukan keberatan ,kredit perbankan 1 kasus jadi total sengketa 
industri keuangan tahun 2016 sebanyak tujuh kasus, yang 6 bisa diselesaikan 




Pengadilan Negeri di Pengadilan Negeri Pemalang tidak selesai kemudian 
mengajukan kasasi. Efektivitas BPSK di Kabupaten Pemalang tahun 2016 
sebesar 86 %, sehingga bisa dikatakan efektif. 
 
TABEL III 




Jumlah Kasus Presentase 
Selesai Gagal Selesai Gagal 
Mediasi 4 4 - 100 - 
Konsiliasi - - - - - 
Arbitrase - - - - - 
Konsultasi  - - - - - 
Total 4 4 4 100 100 
Sumber Data diolah 
Pada Tahun 2017, sengketa leasing mobil 2 dan leasing motor 4 sengketa 
kredit perbankan 2 jadi total sengketa industri keuangan tahun 2017 sebanyak 
8 kasus, yang 4 kasus dapat diselesaikan di BPSK Kabupaten Pemalang dan 
yang empat tidak bisa diselesaikan (gagal). Efektivitas BPSK Kabupaten 
Pemalang  tahun 2017 100   %  Sehingga bisa dikatakan  efektif.  Menganai 
gagal 4 yaitu untuk kasus dimana pelaku usaha tidak mau menyelesaikan 
kasusnya di BPSK dikarenakan sudah ada surat perjanjian saat perjanjian 
kredit yang bunyinya antara lain bila terjadi sengketa akan diselesaikan 
melalui Pengadilan Negeri ada juga yang -kedua nya tidak hadir saat sidang 
yang ditentukan ada pula yang dicabut tidak mau meneruskan kasusnya 




diatas jika dikaitkan dengan pendapat Soerjono Soekanto dalam penyelesaian 
sengketa yang dilakukan oleh BPSK tersebut diatas yaitu : 
1. Asas Kepastian Hukum, bahwa dalam kasus ini kepastian hukum tercapai 
karena sudah ada surat perjanjian yang telah dibuat oleh pengusaha 
dimana apabila terjadi sengketa akan diselesaikan melalui Pengadilan 
Negeri yang tersebut dalam surat perjanjian. 
2. Azas Keadilan, terutama kepada pelaku usaha karena sudah adanya 
kesepakatan yang dibuat antara pelaku usaha dengan konsumen bila 
terjadi sengketa maka penyelesaiannya di Pengadilan Negeri yang 
ditunjuk dalam surat perjanjian dan BPSK tidak berwenang untuk 
menyelesaikan sengketa tersebut dan menyarankan agar sengketa 
tersebut diselesaikan di pengadilan negeri yang disebutkan dalam 
perjanjian. 
3. Teori Penegakan Hukum, dalam hal ini tidak menjadi masalah karena 
memang bukan kewenangan dari pada BPSK karena sudah di perjanjikan 
sebelumnya jika terjadi sengketa akan diselesaikan di pengadilan negeri 
yang disebut dalam perjanjian. 
 
TABEL IV 




Jumlah Kasus Presentase 
Selesai Gagal Selesai Gagal 
Mediasi 5 5 - 100 - 




Arbitrase - - - - - 
Konsultasi  4 - - - - 
Total 5 5 - 100 - 
Sumber Data diolah 
Pada tahun 2018 total sengketa industri keuangan di BPSK Kabupaten 
Pemalang sebanyak 5 sengketa, sengketa leasing motor 1 sengketa leasing 
mobil 1 sengketa, sengketa kredit perbankan 2 sengketa, sengketa kredit 
leasing 1 sengketa total sengketa industri keuangan pada tahun 2018 
sebanyak 5 sengketa, empat sengketa dapat diselesaikan di BPSK Kabupaten 
Pemalang satu tidak dapat diselesaikan di BPSK Kabupaten Pemalang, jadi 
efektivitas BPSK di Kabupaten Pemalang tahun 2018 sangat efektif karena 
mencapai 100 %. Untuk satu sengketa yang tidak dapat diselesaikan di BPSK 
dikarenakan konsumen telah mencabut aduannya karena teradu telah 
menyelasaikannya diluar sidang BPSK. 
 
TABEL V 




Jumlah Kasus Presentase 
Selesai Gagal Selesai Gagal 
Mediasi 30 8 22 27 73 
Konsiliasi - - - - - 
Arbitrase - - - - - 
Konsultasi  - - - - - 
Total 30 8 - 27 73 
Dalam Proses 20  sengketa Asuransi dengan cara mediasi akan tetapi sampai 
sekarang belum juga cair atau belum dibayar dari tahun 2019 sampai dengan 




Teori Gustaf Radbruch kepastian hukum yang menghendaki bahwa dapat 
berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati tentunya tidak hanya terhadap 
bagaimana peraturan tersebut dilaksanakan, akan tetapi bagaimana norma-
norma atau materi muatan dalam peraturan tersebut memuat prinsip-prinsip 
dasar hukum. Tidak adanya rasa keadilan menurut Aristoteles setiap warga 
negara dihadapan hukum adalah sama. Kesamaan proposional memberi tiap 
orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang 
telah dilakukannya, yaitu dalam hal ini yaitu polis asuransi yang telah 
diperjanjikan dan tidak adanya kepastian hukum karena sampai sekarang pun 
belum mendapatkan haknya . 
Kepastian hukum menurut Bisdan Sigalingging kepastian hukum yang 
sesungguhnya adalah apabila peraturan perundang-undangan dapat dijalankan 
sesuai dengan prinsip dan norma hukum, antara kepastian hukum substansi 
hukum dan kepastian penegakan hukum seharusnya harus sejalan, tidak boleh 
hanya kepastian hukum bergantung pada law in the books tetapi kepastian 
hukum yang sesungguhnya adalah bila kepastian dalam law in the books 
tersebut dapat dijalankan sebagaimana mestinya sesuai dengan prinsip- 
prinsip dan dalam norma hukum dalam menegakkan hukum. 
 
Pada tahun 2019 sengketa industri keuangan di BPSK Kabupaten Pemalang  
terdapat sengketa Leasing motor 2 sengkea tidak dapat diselesaikan di BPSK 
Kabupaten Pemalang karena bukan wewenang BPSK Kabupaten Pemalang 




sengketa asuransi yang gagal 20 sengketa dengan penyelesaian Mediasi akan 
tetapi sampai sekarang belum juga cair sehingga dikatagorikan gagal, untuk 8 
sengketa keuangan asuransi dapat diselesaikan di BPSK Kabupaten Pemalang 
dengan cara mediasi .jadi efektivitasnya 27 % dan bisa dikatakan tidak efktif. 
Analisis Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kabupaten Pemalang 
berdasarkan data- data yang dibawah ini adalah sebagai berikut: 
 
TABEL VI 
Tingkat Penyelesaian Sengketa Konsumen di Kabupaten Pemalang 




1. 2015 14 14 - 100% Efektif 
2. 2016 7 6 1 86% Tidak Efektif 
3. 2017 4 4 - 100% Efektif 
4. 2018 5 5 - 100% Efektif 
5. 2019 3 8 22 27% Tidak Efektif 
 
Mengukur efektivitas bukanlah suatu hal yang sederhan, karena 
efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada 
siapa yang menilai serta meninterpretasikan. Ketika kita ingin mengetahui 
sejauh mana efektivitas dari hukum, maka kita pertama-tama harus dapat 
mengukur sejauh mana hukum itu ditaati oleh sebagian besar target yang 
menjadi sasaran ketaatannya, kita akan mengatakan bahwa aturan hukum 




aturan yang ditaati itu efektif, kita tetap masih dapat mempertanyakan lebih 
jauh derajat efektivitasnya 
Tingkat efektivitas digolongkan kedalam beberapa katagori yaitu: 
a.  Hasil perbangdingan tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat 
efektif. 
b.  Hasil perbandingan tingkat pencapaian  99% sampai 91% berarti sangat 
efektif 
c.  Hasil perbandingan tingkat pencapaian dibawah 90% berarti tidak efektif. 
Bahwa BPSK Kabupaten Pemalang dalam menangai sengketa 
konsumen Terhadap penerapan penerapan sanksi hukum bagi pelaku usaha 
yang melakukan pelanggaran menurut undang-undang No.8 tahun 1999  
efektif..  
 
B. Kendala Dalam Penerapan Sanksi Hukum Bagi Pelaku Usaha Yang 
Melakukan Pelanggaran Menurut Undang-Undang Perlindungan 
Konsumen serta Solusi Mengatasinya. 
Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) yang diharapkan 
dapat menjadi senjata bagi konsumen pencari keadilan, dalam 
implementasinya ternyata masih sulit dilakukan. Hal ini disebabkan ketentuan 
hukumnya tidak sesuai sebagaimana diharapkan, yaitu untuk menyelesaikan 
sengketa konsumen secara cepat, sederhana dan murah. Disamping itu tidak 
adanya konsistensi pada pasal-pasal dalam UUPK, adanya pertentangan 




horizontal dengan produk perundang-undangan yang lainnnya. Sebagai 
ilustrasi akan disampaikan beberapa kendala-kendala dan permasalahan yang 
timbul, yang membingungkan dalam implementasinya. 
1. Kendala Pendanaan  
Pendanaan juga dapat berpengaruh pada kinerja BPSK. Pada tahun 
2002 BPSK masih menerima anggaran dari Anggaran Pendapat dan 
Belanja Negara (APBN), namun tidak lagi pada tahun 2003. Dana 
operasional untuk BPSK kemudian dialokasikan kepada pemerintah 
daerah melalui APBD. Namun ternyata pemerintah daerah, pemerintah 
kabupaten dan kota tidak memasukan dana operasional BPSK ke dalam 
APBD. Mengingat kenyataan bahwa otonomi daerah sampai saat ini 
belum berjalan lancar; maka beberapa BPSK belum menerima dana 
operasional. 
Departemen perindustrian dan perdagangan/Deperindag telah 
mengajukan dana operasional BPSK kepada Departemen keuangan, 
namun ternyata dana tersebut diminta dialihkan pada dana hibah dari 
Pemprov .. Untuk pengembangan sumber daya manusia BPSK. 
Deperindag telah melakukan pelatihan-pelatihan secara bertahap dengan 
sumber dana yang terbatas. Sebagai konsekwensi karena biaya 
pelaksanaan BPSK tidak hanya dibebankan kepada APBN, tetapi juga 
APBD dan seiring dengan semangat otonomi daerah, maka mulai tahun 
anggaran 2003 seluruh biaya pelaksanaan BPSK dibebankan kepada 




2.  Kendala sumber daya manusia BPSK 
Anggota BPSK terdiri dari 3 unsur yaitu unsur pemerintah, unsur 
konsumen dan unsur pelaku usaha. Keterwakilan unsur-unsur ini oleh 
undang-undang dimaksudkan untuk menunjukkan partisipasi masyarakat 
dalam upaya perlindungan konsumen serta menunjukkan bahwa 
perlindungan konsumen menjadi tanggung jawab bersama antara 
pemerintah dan masyarakat. Masing-masing BPSK memiliki sedikitnya 9 
sampai 15 anggota disesuaikan dengan volume dan beban kerja BPSK 
untuk BPSK Kabupaten Pemalang 15 anggota yang terdiri dari 3 unsur 
tersebut secara berimbang yakni: 
a. Unsur pemerintah yang berasal dari wakil instansi yang ruang 
lingkup tugasnya meliputi bidang industry, perdagangan, kesehatan, 
pertambangan, pertanian, kehutanan, perhubungan dan keuangan 
b. Unsur pelaku usaha yang berasal dari asosiasi atau organisasi 
pengusaha yang berada di daerah kota atau daerah kabupaten 
setempat. 
c. Unsur konsumen yang berasal dari LPKSM yang terdaftar dan diakui 
oleh walikota atau bupati atau kepala dinas setempat. 
Pembagian anggota BPSK ke dalam tiga unsur tersebut berkaitan 
dengan konsep keseimbangan kepentngan para pihak yang bersengketa 
(konsumen VS pelaku usaha) dan kepentingan pemerintah yang 
memposisikan diri sebagai pihak netral dalam pengambilan kebijakan. 




pendidikan hukum. Ini penting karena BPSK merupakan badan bentukan 
pemerintah yang tugas pokoknya menjalankan fungsi pengadilan. 
Proses pengangkatan anggota BPSK menimbulkan masalah 
tersendiri, karena dalam kenyataannya pengangkatan anggota BPSK 
lebih menekankan keterwakilan unsur dari pada kompetensi anggota 
dalam mengelola dan menyelesaikan sengketa, sehingga banyak anggota 
BPSK yang tidak menguasai materi pokok sengketa antara pelaku usaha 
dan konsumen. Keanggotaan BPSK yang terdiri dari  3 unsur pemerintah, 
pelaku usaha dan konsumen dengan latar belakang masing-masing 
kulturnya, dalam kenyataannya sering menimbulkan persoalan, 
Penyelesaian sengketa di BPSK dibentuk majelis yang diketuai oleh 
salah satu yang berasal dari unsur pemerintah sedangkan dari unsur 
konsumen dan dari unsur pelaku usaha menjadi anggota. Yang menjadi 
kendala dari unsur pemerintah sebagai ketua, dan sebagai PNS tidak 
berani terlalu tegas dalam mengambil keputusan karena kinerja di PNS 
sebagai ketua majelis BPSK masih harus mempertanggung jawabkan 
pekerjaanya kepada atasannya dari instansi mana PNS ini berasal, hal ini 
berbeda dengan dari unsur konsumen yang  berani lebih kritis untuk 
mengambil keputusan. Berdasarkan kajian psikologi dan kecenderungan 
bahwa lingkungan berpengaruh terhadap perilaku dan sistem sosial 
berpengaruh pada cara pandang. Pasal 11 ayat 1 SK Memperindag No. 




pemerintah secara otomatis menjadi ketua. Sedangkan wakil ketua 
berasal dari unsur diluar pemerintah.  
Anggota BPSK dari unsur pemerintah terbiasa dengan sistem 
birokrasi pemerintah yang kaku dan hati-hati. Hal ini dapat menghambat 
proses BPSK menjadi sebuah lembaga yang independen. Anggota BPSK 
yang merupakan wakil pemerintah biasanya adalah aparat pemerintah 
daerah yang kedudukannya jauh dibawah kepala dinas industri dan 
perdagangan setempat. Hal ini menjadi wakil-wakil pemerintah dalam 
BPSK tersebut tidak memiliki independensi sama sekali, karena sebelum 
mengambil keputusan harus meminta nasehat atasannya terlebih dahulu. 
Kultur atasan dan bawahan dalam birokrasi pemerintah yang sering kali 
terbawa di BPSK dapat menjadi beban psikologi secara internal antara 
anggota BPSK unsur pemerintah dengan anggota sekretariat BPSK, dan 
secara eksternal dengan atasannya masing-masing. 
Anggota BPSK dari unsur konsumen yang direkrut dari wakil 
LPKSM yang terdaftar dan diakui oleh pemerintah setempat,pada 
umumnya adalah pengacara dan aktivis di bidang perlindungan 
konsumen yang terbiasa dengan kultur dunia advokasi yang kritis dan 
dinamis. Perbedaan latar belakang kultur masing-masing unsur BPSK 
tersebut menyebabkan munculnya persepsi yang tidak sama terhadap 
aspek-aspek perlindungan konsumen dan penafsiran hukum sehingga 
menghambat proses penyelesaian sengketa. Anggota BPSK dari unsur 




pengusaha di daerah kota/kabupaten setempat, pada umumnya tingkat 
kompetensi terhadap hukum perlindungan konsumen, terutama dalam 
kaitannya dengan hukum acara kurang menguasai umumnya kental 
dengan unsur bisnis yang sering terjebak pada pandangan-pandangan 
prakmatis ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu. 
Persyaratan keanggotaan yang memaksa anggota BPSK direkrut 
dari mereka yang telah memiliki posisi mapan yang menyebabkan tugas-
tugas BPSK hanya sebagai sambilan, sehingga tidak dapat optimal. 
Keharusan menyelesaikan sengketa harus diselesaikan dalam sebuah 
majelis yang harus terdiri dari tiga unsur secara berimbang, padahal 
masing-masing anggota memiliki kesibukan sehingga tugas di BPSK 
tidak bersifat full time. Hal ini dalam praktek sering menyulitkan secara 
teknis karena pada umumnya anggota BPSK sulit untuk meninggalkan 
tugas pokoknya diluar BPSK. 
Persoalan-persoalan tersebut menjadi lebih komplek ketika 
dihadapkan lagi dengan masalah propesionalisme rata-rata sumber daya 
manusia (SDM) yang masih memerlukan peningkatan pengetahuan 
maupun pengalaman dalam menyelesaikan sengketa konsumen melalui 
BPSK. Berdasarkan data yang terekam dalam pengamatan selama 
penelitian, mencerminkan sebuah fakta yang bisa merupakan faktor 
penyebab ketidak profesionalisme SDM, BPSK sebagai berikut: 
a. Tidak semua anggota BPSK memiliki latar belakang pendidikan 




kurang mengetahui pengetahuan yang memadai mengenai aspek-
aspek perlindungan dengan konsumen dan teknis penyelesaian 
sengketa, seperti wawancara penulis di BPSK Kabupaten Pemalang 
dari data yang diperoleh bahwa 15 anggota BPSK hanya 6 yang 
berpendidikan hukum sedangkan yang lainnya ada yang sarjana 
teknik (ST) sarjana ekonomi,sarjana pertanian (SP), sarjana 
pishologi (S.PI), MSI. 
b. Anggota sekretariat BPSK yang harus menangani pengaduan 
konsumen hampir semua tidak memiliki pengetahuan dan 
kemampuan di bidang administrasi pengadilan, seperti penelitian 
yang ditemukan penulis di BPSK Kabupaten Pemalang sebagaimana 
yang disampaikan oleh salah satu sekretariat karena beliau bukan 
berasal dari pendidikan hukum tetapi berpendidikan sarjana ekonomi 
dan hanya belajar sendiri. 
c. Kurangnya sarana pendidikan dan pelatihan untuk membangun 
profesionalisme anggota dan sekretariat BPSK, baik yang 
diselenggarakan oleh Disperindag, kalangan perguruan 
tinggi,LPKSM maupun BPSK sendiri. 
d. Rendahnya minat belajar mandiri para anggota dan sekretariat BPSK  
e. Kurangnya prasarana penunjang untuk membangun profesionalisme 
bagi anggota dan sekretariat BPSK seperti komputer, ruang 




BPSK Pemalang belum tersedia ruang perpustakaan khusus untuk 
BPSK. 
Kurangnya profesionalitas anggota dan sekretariat BPSK ini 
berakibat rendahnya kualitas pelayanan kepada para pihak yang 
mempercayakan penyelesaian sengketa konsumen kepada BPSK. 
Apabila hal ini dibiarkan, maka BPSK tidak dapat berjalan efektif 
sehingga akan ditinggalkan oleh masyarakat. Profesionalisme ini pun 
berkaitan erat dengan adanya atau diberlakukannya ketentuan standar 
profesi Mediator, Konsiliator yang harus mempunyai sertifikat 
Mediator/Konsiliator dari Mahkamah Agung untuk dapat mejalankan 
profesinya. 
3.  Kendala Peraturan  
Setelah berlakunya UUPK, yang semula diharapkan oleh semua 
pihak untuk memberikan solusi bagi penyelesaian perkara-perkara yang 
timbul sebagai pelaksana dari undang-undang tersebut, ternyata dalam 
penegakan hukum terjadi ketimpangan dan menimbulkan kebingungan 
bagi pihak yang terlibat dalam proses implementasinya, terutama ketika 
masuknya peran lembaga peradilan dalam memeriksa perkara keberatan 
atas putusan BPSK yang banyak mengalami kendala, terutama aspek-
aspek yang terkait dengan acara perdata. 
Undang-undang ini juga tidak memberikan petunjuk atau pedoman 
teknis maupun penjelasan yang cukup, bahkan adanya pertentangan pasal 




acara yang dipakai selama ini, maupun pertentangan dengan peraturan 
yang lain, sehingga kepastian hukum sulit dicapai, sebagaimana yang 
disebutkan dalam penjelasan pasal 2 UUPK tentang Asas Kepastian 
Hukum dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen mentaati 
hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan 
konsumen. Disamping adanya peraturan yang konsisten,  
a. Kendala prosedur beracara “keberatan” di Pengadilan Negeri. 
Keberadaan BPSK yang diharapkan dapat menjadi bagian dari 
pemerataan keadilan terutama bagi konsumen yang merasa dirugikan 
oleh pelaku usaha, karena putusan BPSK bersifat Final, dan 
Mengikat, sehingga tidak perlu di ajukan ke pengadilan, tetapi dalam 
implementasinya mengalami berbagai hambatan.  
Titik lemah dari lembaga BPSK ini adalah, bahwa putusan 
BPSK masih dimungkinkan untuk diajukan keberatan ke pengadilan 
negeri oleh pihak yang tidak puas. Padahal prinsip dasarnya putusan 
BPSK bersifat final dan mengikat, karena BPSK dibentuk untuk 
menyelesaikan sengketa konsumen yang nilai tuntutannya kecil. 
Ketentuan pasal 54 ayat (3) UUPK, dan pasal 42 ayat (1) Kep. 
Menperindag No.350/MPP/Kep/12/2001 dengan jelas menyebutkan, 
putusan majelis BPSK adalah Final dan Mengikat, dan tidak 
dimungkinkan lagi untuk mengajukan upaya Banding , tetapi dalam 
pasal 56 ayat (2) UUPK. Masih membuka peluang untuk 




BPSK diberitahukan. Hal ini menunjukkan masalah Kepastian 
Hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan pasal2 UUPK 
belum terwujud. Munculnya kemungkinan diajukan keberatan 
terhadap putusan BPSK, akan memperlemah motifasi pihak maupun 
untuk duduk dalam perundingan untuk menyelesaikan sengketa 
diluar pengadilan. 
b. Pertentangan Peraturan yang satu dengan yang lain. 
1. Gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh: 
a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang 
bersangkutan; 
b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang 
sama; 
c. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat 
yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau 
yayasan; 
d. Pemerintah atau instansi terkait apabila barang atau jasa 
yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan 
kerugian materi yang besar atau korban yang tidak sedikit. 
2. Gugatan yang diajukan oleh sekelompok konsumen, Lembaga 
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat atau pemerintah 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurup b, hurup c atau 




3. Ketentuan lebih lanjut mengenai kerugian materi yang besar 
atau korban yang tidak sedikit sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) hurup d diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan 
pasal 46 ayat (2) UUPK menentukan gugatan atas pelanggaran 
pelaku usaha dapat dilakukan oleh sekelompok konsumen yang 
mempunyai kepentingan yang sama (class action). Gugatan 
sebagaimana dimaksud diatas harus diajukan kepada peradilan 
umum. 
Ketentuan pasal 46 ayat (2) ini, bertentangan dengan maksud 
dari berbagai pasal dalam UUPK. Ketentuan pasal ini membedakan 
antara konsumen atau ahli warisnya di satu pihak, dan kelompok 
konsumen, lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat 
serta pemerintah atau instansi terkait di pihak lain. ketiga yang 
disebut terakhir hanya memungkinkan untuk mengajukan 
gugatannya melalui peradilan umum. 
Seharusnya perbedaan seperti ini tidak perlu terjadi, mengingat 
kepentingan seorang konsumen atau ahli waris sama dengan 
kepentingan kelompok konsumen, lembaga perlindungan konsumen 
swadaya masyarakat serta pemerintah dan instansi terkait, yaitu 
menuntut keadilan didepan hukum. 
Gugatan kelompok konsumen,lembaga perlindungan 
konsumen swadaya masyarakat maupun gugatan pemerintah atau 




masyarakat konsumen yang dirugikan. Ini berarti, ketentuan pasal 46 
ayat (2) melanggar asas persamaan hak didepan hukum,  
c. Kendala substansi kewenangan putusan BPSK. 
BPSK bukan sebagai eksekutor tetapi hanya sebagai 
administrative saja, misalnya BPSK berwenang melakukan 
pemantauan terhadap kontrak baku, seperti perparkiran di 
perusahaan atau dibeberapa Mal, hal ini tidak bisa berjalan dengan 
baik karena kurangnya kewenangan. Kalau BPSK meminta bantuan 
polisi tetapi itu hanya bersifat pribadi saja bukan bersifat kedinasan 
yang sudah di agendakan oleh pimpinan kepolisian di daerah 
kabupaten atau kota tersebut. 
Demikian juga halnya BPSK berwenang meminta eksekusi 
kepada pengadilan negeri atas keputusan yang dikeluarkan oleh 
BPSK, dan meminta dasar hukumnya, karena pengadilan belum 
sepenuhnya memahami tugas dan fungsi BPSK menyangkut putusan 
yang dikeluarkan oleh BPSK. 
Menyangkut tugas BPSK di bidang penyelesaian sengketa 
secara Mediasi, jika pelaku usaha tidak melaksanakan apa yang telah 
disepakati secara sukarela, akibatnya akta perdamaian yang telah 
dikeluarkan oleh BPSK tidak bisa terealisasikan, akhirnya mediasi 
yang seharusnya sudah berhasil tidak ada manfaatnya bagi 
konsumen dan terpaksa harus diajukan keberatan untuk mengajukan 




Penyelesaian sengketa konsumen BPSK hanya sebagai putusan 
yang bersifat administrasi saja, dan apabila pelaku usaha tidak hadir 
setelah dipanggil oleh BPSK sebanyak tiga kali maka BPSK dapat 
mengajukan ke pada penyidik untuk ditindak lanjuti dan laporan 
BPSK ini dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang cukup. 
Dalam tetaran implementasi yang menjadi hambatan tidak 
tercapai putusan BPSK adalah tidak adanya kewenangan BPSK 
memutuskan gugatan konsumen yang bersifat immaterial tetapi 
hanya dapat memutuskan gugatan yang bersifat Materil saja,hal ini 
berbeda dengan kewengan pengadilan untuk memutuskan gugatan 
para pihak karena Hakim dapat mengabulkan gugatan baik Materil 
maupun yang bersifat Immateril. 
Kemudian setelah BPSK mengeluarkan putusan sering terjadi 
persoalan karena para pihak tidak melaksanakan putusan BPSK 
karena apa yang dituntut atau gugatan para pihak, tidak dapat 
diputuskan oleh BPSK penyebabnya karena hanya BPSK bisa 
memutuskan tuntutan yang bersifat materil saja, sedangkan tuntutan 
yang bersifat immateril tidak menjadi kewenangan BPSK. 
Sedangkan para pihak menginginkan kerugian yang dialami oleh 
kedua belah pihak dapat dikabulkan oleh BPSK, hal ini tidak 
mungkin dilakukan oleh BPSK terutama dalam putusan Arbitrase 
karena hanya salah satu yang dapat dimenangkan oleh majelis 
Arbiter. Tentu yang kalah tidak puas dan mengajukan keberatan ke 





BAB IV  
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
1. Penerapan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang melanggar Undang-
Undang Perlindungan Konsumen sudah efektif. Hal ini didasarkan pada 
analisa pada Tabel VI dimana penyelesaian sengketa konsumen pada 
tahun 2015 mencapai 100%, pada tahun 2016 mencapai 86%, pada tahun 
2017 mencapai 1100%, pada tahun 2018 mencapai 100% pada tahun 
2019 mencapai 27% . 
2. Kendala dalam penerapan sanksi hukum bagi pelaku usaha antra lain 
kendala pendanaan, Sumber Daya Manusia Badan Penyelesaian Sengketa 
Konsumen, dan kendala peraturan. 
 
B. Saran 
Agar dipertahankan kinerja Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen 
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